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Tak Disosialisasil
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iation of Indonesian Travel Agency (Asita) Bali kecewa dengan kenalkan
tiket masuk ke sejumlah objek daya tarik wisata (DTW) yang mulai diberlaku-
kan Pemkab Bangli per 1 Januari. Masalahnya,, Asita mengaku tidak mendapat
pemberitahuan sebelumnya terkait hal itu. Apalagi kenaikan harga tiket itu

justru membuat kaget wisatawan yang berkunjung ke DTW Penelokan saatli
tahun baru, Rabu (1/1) lalu. :

Sekretaris Asosiasi Peru-
sahaan Perjalanan Wisata
Indonesia/Asita Bali, Putu
Winastra, Kamis (2/1) kema-
rin mengunikapkan sebe-
lumnya tidak ada pemberi-
tahuan apapun dan Pemkab
Bangli terkait kenaikan tiket
wisata. Pihaknya pun telah
mencoba menghubungi pihak

qus Panwmata Kebu-

(Disparbud) Bangli®
untuk konfirmasi perihal ke-
naikan tiket.

“Katanya surat sosial-
isasinya sudah dikirim le-
wat pos, faksimile, tetapi
kenyataannya kami di DPD
Asita sampai hari ini tidak

ada menerima apa-apa. Ke-
mudian katanya besok akan
dikirimkan SK soal kenaikan
tarifnya, lalu buat apa? Se-
dangkan kenaikannya kan
sudah berjalan per 1 Janu-
ari,” ungkap Putu Winastra

tidak habis pikir.
Winastra benar-benar ke-
cewa dengan sikap Dlspar
bud. Dia-menilai Dis ud
Htidak mé h-"
kan keberadaan Asita.

inastra menegaskan.
pihaknya di Asita sejatinya
tidak pernah alergi terha-
dap kenaikan tarif retribusi
wisata. Kalaupun ada kenai-
kan tiap tahun, baginya hal

r

y |
itu tidak masalah. Asalkan
kenaikan tarif itu disosial-
isasikan dan dunfurmasiksn
jauh-jauh hari.

“Sebenarnya kami selalu
siap kalau diajak diskusi
termasuk perthal kenalk{
tiket. Tetapi selama ini pen.
gelola pariwisata (Dispar-
bud) menaikan retribusi itu

“seenak udelnya. Ttusyan

‘sahgat Kami Sayafigkan,
tambahnya serius,

Kini ia pun mengaku tak
b::]: incara dan berbuat bani

engan adanya pem

- lakuan k qan tiket ter
but. Mau tak mau, plhakn
-harus menerima risiko mer '~g

e

_ mestik. Beberapa wisatawan

gi. Sebab sebelum adanya ke-
naikan tiket tersebut, Asita
sudah membuat kontrak/
menjual paket perjalanan
wisata di tahun 2020 dengan
tarif retribusi lama. Untuk
menekan kerugian, pihaknya
semaksimal mungkin beru-
paya mengalihkan tempat
kunjungan wisatawan.
“Semaksimal mungkin
kita alihkan. Tapi karena su-
dah masuk program, karena

itu agak susah kami alihkan.

Terkecuali perjanjian yang
belum lama, maka bisa kami
‘alihkan ke objek yanglam,
imbuhnya

Sekretaris Badan Penge-
lola Pariwisata Batur Unes-
co Global Geogark (BUGG)
Dewa Ketut Setia Darma
mangungkapkan, pember-
lakuan kenaikan tiket pada
hari pertama 1 Januari lalu

‘menuai sedikit keluhan dari

wisatawan utamanya do-

‘menurutnya

Juga ada yang kaget dengan
adanya kenaikan harga tiket
itu.

“Mungkin karena sosial-
isasinya yang masih kurang,”
jelasnya. Dikatakan, sebe-
lum diberlakukan kenai-
kan tiket, sudah sempat
disosialisasikan Disparbud
melalui selebaran. Namun
sosialisasi itu

tidak menjangkau semua

‘wisatawan. “Makanya ada

beberapa wisatawan kaget
dengan kenaikan tiket itu,”
imbuhnya. |
Diungkapkannya, pada
libur tahun baru kemarin
total jumlah wisatawan as-
ing yang berkun;u ‘menca-
pai 1.250 orang, ﬂgkan
wisatawan dnmesmk 1.054

‘orang. Angka itu meningkat
dibandingkan libur tahun

baru 2019 lalu yang hanya
515 orang wisatawan asing
dan 335 wisatawan domes-
tik. (kmb40)
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4.3 DD, an d-'lmu-l:“ﬂnan"1
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umlah tersebut naik Rp3 m;

' i mencapai Rp2,1 miliar.
Sedangkan desa yang d:alokamkan menerima DD terkecil

akn:rDesaBa tukaang dengan nilai Rp754,7 juta, .

Kepala Dinas PMD Kab aten Bangh Dewa Bagus NanaJ

 mengatakan D untuk masing- mﬁmng
sudah ada katen va di

dasar, seluruh desa di Ind es}awmend an DD
yang sama. Kemudian t kecilnya DD mmM-
kan alokasi formula, Indikatornya meliputi mlnhpenﬂtﬂuk.,
penduduknﬁskin luas wil \yah dan lainnya. ERRD of 0y |
SelmatubmrkeulDD ang diterima desa itu, ditent

juga dengan alokasi kin Sebelumnya kata Bagus :
Putra, semakin bem nduduk miskin suatu daerah, hal i
menjadi ukuran besar desa tersebut mendap an
DD. Sakmng pemberianny, dmkur dengan ki rja
“Salah satu atomya uldafgﬂ .
anﬂa kemiskinan hingg pemngkatan PAD (Panda_ t.a

Babrah):tu menjadi J&kat.or sebuah kinerja,” jela ny

bih lanjut a, sesuai ketentuan DD yang
durkankedm éaaa.maka,BD:tuhaqyaboleh d :
untuk pembangunan danpemhpxday

dﬁqlehknn untuk program

tur.. amunehhamp
dan juga menjadi sumber
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ﬁ““ﬁ%
a enda % Sasar Penunggak Pajak -

“dari Tahun 1991-2012

Untuk tahun
2013-2019
penunggak pajak
masih tetap
dikenai bayar
denda sesuai
ketentuan,

DENPASAR, NusaBali |

Badan Pendagman Daerah
(Bapenda) Kota Denpasar
melakukan pemutihan denda
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) yang dimulai pada Ka-
mis (2/1) kemarin, Pemutihan
ini khusus bagi penungga#
pembayaran pajak dari tahu
1991 hingga 2012 yang belum
membayar pajak saat masi
dipegang Kantor Pelayanan Pa:
jak (KPP). Pemutihan ini aka
berlangsung selama tiga’
kedepan hingga 31 Maret 202
mendatang.

Kepala Bapenda Kota Den-
pasar, | Dewa Nyoman Sema-
di mengatakan, pemuﬁhalj
ini dilakukan sebagai be
tuk penyadaran bagi warga
untuk membayar pajak PBB
di Kota Denpasar. Menurut-
nya, ‘setelah diserahkan ke
Bapenda, penunggak pajak
dari tahun 1991-2012 sangat
tinggi. Piutang yang diterima
pihaknya dari KKP mencapai
Rp 229.515.595.551 (Rp 229,5
miliar lebih). Dengan piutang
sebanyak itu, pihaknya ber-
harap pemutihan ini bisa memj

berikan solusi bagi merek
yang ingin membayar pajak.
Dijelaskan, saat membaya
pajak warga hanya perlu mem-
bayar sesuai sertifikat tanpa
harus membayar denda. Denda
dihapuskan denda, sehingga
tidak lagi memberatkan war-
ga saat pembayaran pajak.

“Ini khusus data mereka yang
piutali saat KKP. Penunggak
pajak dari tahun 1991-2012,

S pnya.

Untuk membayar pajak,
warga cukup datang ke bank
atau ke Kantor Bapenda Kota
Den asar dengan membawa
surat yang diperlukan. "Mereka
tlngﬁal bayar aja, yang jelas

d Jadenda. ini pemutihan
jadi kami harapkan masyarakat
yang memiliki tanah atau ban-
gunan yang belum bayar pajak
dari 1991-2012 bisa tinggal
membayar biaya pajak saja,’
jelasnya.

Sementara untuk tahun
2013-2019, kata dia, penung-

gak pajak masih tetap dikenai
baya dpnda sesuai ketentuan.
“Jika kedepannya pemutihan
ini }jat mengubah angka
piu n_ﬁ. maka akan dilanjut-

engan pemutihan untuk
tahu 2013-2019," kata Dewa
Semadi,

Terkait piutang yang tinggi,
kata dia, pihaknya sudah terus
berupaya melakukan sosial-
isasi, sehingga piutang yang
sebelumnya mencapai Rp
229.515.595.551 (Rp 229,5
miliar lebih), kini sudah men-
jadi Rp 175.852.444.424 (Rp
175 ‘miliar lebih) sampai

n 31 Desember 2019.

E Dewa Semadi, proses
pemutihan tenggang waktu-
nya cukup lama yakni selama
tiga bulan dari 2 Januari 2020
sampai 31 Maret 2020 men-
datang. Dengan panjangnya
wak§| pemutihan, pihaknya
berharap penunggak pajak bisa
mendapatkan waktu untuk
proses pembayaran. “Pem-
bayarannya gampang cukup
membayar ke bank saja atau
ke Bapenda langsung. Selain
memberikan pembelajaran
wajib pajak juga sebagai per-
tumbuhan Pendapatan Asli

Daerah," pungkasnya. & mis

==
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ungkapnya, Kamis (2/1), VIII A dan B tidak terdampak. bia me:iambahhn gedung

Diteranigkannya, yang am-  “Jadi bagian kap baja yang tersebut adalah bangunan ta-
= . bruk terse%ut adilah atap amb;t;lktotalkarenaba ¥ ? dltuat II;: 2ommm%mlm£iﬁ -

. , kelas VIII C dan D. Atap yang menahan, akibat hujan deras Be Intung saat N Sisw:
Atap kelas VIII C ambruk berada di lantai 1. yang terjadi belakangan ini. sedang libur. “Ini bantuan
dan D SMPN 1 Sedangkan bangunan lantai Untuk tembok dan kaca masih  komite tahun 2007,” katanya.

Baturiti arabirik _Iyang_ diperuntukkan !celgs utuh,"tuturSuastika.! ] | mna'pac_].-:s_!a_ﬁuéﬂzﬁm
total, Rabu (1/1)
sore. Untuk

sementara siswa

belajar di ruang siswa sudah mulai sekolah,un-  2013," tegasnya. * baikan belum, namun akan

laboratorium mkmmm“r; pihaknya akan  Kondisiinisudahsempatdi- ~diajukan terlebih dahulu. Tadi

. memindahkan siswa belajar di  laporkan ke Dinas Pendidikan ~ pak kadis mengatakan sedang

komputer dan  ruanglaboratorium komputer  Tabanan. BahkankepalaDinas ~berusaha membantu, mudah-

' ot dan laboratorium IPA, “Per  Pendidikan, BPBD Tabanan, ~mudahan pengajuan anggaran

laboratorium IPA. kelas ada 32 orang, kebetulan polisi ataupun camat sudah hisa disetujui," tandas Suas-
kami menerapkan kurikulum ‘turunkefot_:_asi."kgngaga r- t| . & des _

TABANAN, NusaBali
Bangunan SMPN 1 Baturiti
yang dialokasikan untuk kelas
VI bagian atapnya ambruk
total pada Rabu (1/1) sekitar
pukul 17.40 Wita. Beruntung
Saat itu siswa sedang libur
sekolah, sehingga tidak ada
yang terdampak.
Kepala SMPN 1 Baturiti
I Nyoman Suastika, men-
gatakan peristiwa tersebut
terjadi pada Rabu sore seki-
tar pukul 17.40 Wita, Se-
belumnya wilayah Baturiti
memang diguyur hujan deras.
Atap sekolah ambruk diketa-
hui oleh petugas sekolah yang
- kebetulan rumahnya di selatan
sekolah. “Didengar ada suara
gemuruh, setelah dicek ternya-
ta atap sekolah yang ambruk,”
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realisas hinwmﬂrtahunzaw
“hanya 89 Perse?a '1;;;5‘ Badan
i tahn 2015, penerima
dari 11 sektor g
174.650.000.0 Hanya sa
akhirtahpuui:% umlal paiak "
Jumlah itu teraku_mu
sebelas enis pajak yang me

- hotel, restoran,

klame, penerangan jalan, p
almm’ﬁnsmngbwm

wdjpguuiensbabmmada
yang menurun jumlah konsumen-
mhahkansempatvaimmbs-_ A




BUPATI Badung | Nyoman
Giri Prasta mengingatkan Fo-
rum Komunikasi Kelian Dinas
(FK2D) untuk selalu berbesar
hati dalam menjalankan tu-
poksi sebagai Kelian Dinas.
Hal itu mengingat memimpin
masyarakat dengan beragam
kepentingan dan keinginan
bukanlah perkara gampang.
FK2D dituntut untuk selalu
peka dengan dinamika yang
berkémbang di wilayah ma-
sing-masing, serta mening:

katkan fungsi koordinasi de-

ngan pihak terkait sehingga -
segala macam keluhan dan
permasalahan yang muncul
dimasyarakat bisa dicarikan
solusi dengan cepat. Pene-
gasan tersebut disampai-
kan Bupati Giri Prasta didam-
pingi Camat Abiansemal |.B
Mas Arimbawa saat meneri-
ma menerima audiensi Fo-
rum Komunikasi Kelian Dinas
Kecamatan Abiansemal, ber-
tempat di ruang rapat rumah
jabatan Bupati Badung, Ka-
mis (2/1). y

Lebih tanjut Bupati Giri
Prasta mengatakan Pemkab
Badung konsisten dan pu-
nya konsen besar dalam upa-
ya meningkatkan kesejah-

masyarakat Badung. Dengan
jalan meningkatan itas

SDM yang meliputi bidang ke-

sehatan, pendidikan, adat
dan budaya. Serta peningkat-
kan usaha ekonomi produk-
tif dengan jalan memberikan
pelatihan kewirausahaan.
“Untuk itu saya perintah-
kan kepada FK2D Kecamat-
an Abiansemal untuk ber-
sungguh-sungguh melakukan
pemetaan potensi di wilayah
‘masing-masing. Agar kede-
pannya kita mampu menggali
dan menggerakkan roda per-
ekonomian di tataran masya-
rakat bawah. Sesuai dengan
amanat presiden memba-
ngun wilayah dari pinggir-
an maka saatnya perangkat
desa terbawah berperan ak-
tif dalam membangun wila-
yah masing-masing,” ujar Girl
Prasta. - :
Sementara itu | Gusti Ngu-
rah Suwindra selaku Ketua
Forum Komunikasi Kelian Di-
nas (FK2D) Kecamatan Abi-
ansemal melaporkan, acara
audiensi dilaksanakan da-
lam rangka memperkenalkan
pengurus baru FK2D yang di-
rangkaikan acara temu kenal
dengan Camat Abiansemal

teraan personal dan komunal _yang baru.
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BUPATI GIRI P ar :
1.8 Mas Arimbawa saal menerima meneri
Komunikasi Kelian- [Kecamatan Abian
ruang rapat rumah jabatan qupati Badul

Pihaknya juga mer ;

. ah
kan selaku ujung to kﬁ
k dan’

aaﬁ lama ini kepada FK2D
camatan Abiansemal se-
kalig on petunjuk ber-

rangkat pemerintah

ingin meminta kaitan dengan tugas-tugas
arahan dari Bupati Badung kazi,s_' laku pelayan masya-
agar FK2D mampu meng * hnya.

wal serta melaksanakan ke- ada kesempatan tersebut

sud terutama dalam ug
meningkatkan kesej

ra langsung kepada
__ atas segala perhatia
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Tersangka Lain
Berpeluang Terseret

DENPASAR, Radar Bali - Mantan

]

Ariyaningsih Segera Dis spdangkan

tahap dua. Atau pelimpahan barang
bukti (BB) dan tersangka di Kejari
Denpasar, kemarin (9/1). Jaksa peny-
idik menyatakan berkas perkara per-
empuan 33 tahun tersebut sudah P-21

Pengadilan
‘pelimpah
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d’ﬂipikor Denpasar, Dalam

tahap dua kemarin, dia

didampingi pengacaranya Putu Bagus.

Lt;rsawan.

menarik dari pelimpahan Ari-

bendahara Desa Dauh Puri Klod, Ni alias lengkap, yaningsih a‘marin yaitu peluang
Luh Putu Ariyaningsih, yang ditetap- Selanjutnya jaksa penyidik menyer- terseretnya tersangka baru semakin
kan sebagai tersangka dugaan korupsi ahkan Ariyaningsih pada jaksa penun-  terbuka lebar w

R
B ARIYANINGSIH...
Sambungan dari hal 1

Ada beberapa orang yang
perannya sedang didalami
jaksa. Salah satunya adalah
mantan Perbekel Dauh Puri
Klod yang saat ini duduk
sebagai anggota DPRD Kota
Denpasar I Gusti Made Wira
Namiartha atau yang karib
disapa Jik Nami. Bakal adanya
calon tersangka baru itu ber-
dasar Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP yang dicantumkan da-
lam dakwaan. Pasal 55 KUHP
ini mengatur tentang perbua-
tan pidana yang dilakukan
secara bersama-sama atau
lebih dari satu orang.

“‘Akan ada tersangka baru
selain bendahara. Saya yakin,
bahwa ini (tersangka) lebih
dari satu. Saya yakin akan
ada tersangka baru, Siapa itu?
Tunggu nanti,” tegas Kasi Pid-
sus Kejari Denpasar 1 Nengah
Astawa didampingi Kasi Intel

wawancarai usai pelimpahan.

Kapan diumumkan? “Sece-
patnya, pasti kami umumbkan,
Yang jelas, tersangka baru
pasti ada, harus ada karena
ada Pasal 55," imbuh Asta-
wa. Kembali ditanya tentang
potensi adanya tekanan poli-
tik dari piba*
menyebut pihaknya beke
berdasar bukti dan fakta.

menegakkan hukum.
1ajuga membantah tidak ada

dana APBDes menjalani pelimpahan

IGN Agung Ary Kesuma di- .

Jaksa ﬁd;kﬁgrpohtkda!am -

pesanan dari siapa pun untuk
menetapkan tersangka. “Kami
tidak melihat siapa yang ber-

buat, tapi apa yang diperbuat.  adala
Tidak ada yang menakm»iﬁ I

sa,” sergahnya, &
Untuk tersangka Ariyanlns
sih, pihaknya kembali mem-
perpanjang penahaha.n Pi-
haknya juga tengah
menyempurnakan

Rencananya pekan deﬁaﬁ"
berkas akan dilimpahkan ke

pengadilan.

Dalam dakwaan primer, pi-
haknya memasang Pasal 2
Juncto Pasal 18 UU Tipikor
Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP juncto Pasal 64 ayat (1)
KUHP. Sedangkan dakwaan
subsider Pasal 3 juncto Pasal 18
UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64
ayat (1) KUHP. Sementara dak-
waan lebih subsider dipasang
Pasal 8 UU Tipikor,

Ditegaskan Astawa, dengan

adanya Pasal 55, secara hu-" tukas

kum pidana artinya perbuatan
dilakukan lebih dari satu orang.
Selanjutnya tinggal mencari
perannya masih-masing pihak
terkait. Yang membedakan
hanya perannya. Siapa pelaku
utama, turut serta, atau ada
yang menyuruh. Untuk perka-

ra ini, tersangka sih

~dinyatakan sebagai pelaku

a memenuhi semua un-

surdeljk.
 Disinggung apaknh ada ken-
dala, sehingga dalam mene-

tapkan tersangka baru kejak-

tutumum(]PU)untukdﬂlmpghkmke 5y

Penahanan segera Dlpe

perkembangan
Bisa saja saat g

langsung ada sp
tersangka baru, atau setelah
vonis ada sprindik baru.

Terkait pengembalian uang
sejumlah pihak, Astawa
menyebut hal ith tidak bisa
menghapuskan ti clakpidana.
Pengembalian .
menunjukkan ada itikad baik
dari pelaku. "Pehjeml;alian

ang hanya '

‘ 'mn‘sm,
g | Namun, berdasar penghitun-

¥ Baca Ariyaningsih... Hal 7

'saat manjawab pertanyaan
_Lkbranini
. “Kami tidak mengajukan
gemahanan, kata pengacara
Ariyaningsih. Ditanya kemu-
ngklnan adanya tersangka
ru jika merujuk Pasal 55
KalHP Budi mengatakan akan
my mmgguparkembnnmdaﬂ

Sementara itu, Ariyaning-
sih mengakui memakai uang
| APBDes Dauh Puri Klod. Dika-
’takan jumlah uang yang di-
pakai txdak tahu persis. Ini

n y_aiig su;ish saya pakai,’

Inspektorat Kota Denpasar
ada dana sebesar Rp 770 juta
1g tidak bisa dipertanggu-

a- | ngjawabkan, Ariyaningsih

engaku tidak tahu siapa

46 | saja yang memakai. Keruglan
- | sebesar Rp 770 juta itu masih
n diselidiki dan dicari orang

ng menikmati. “Yang saya

pakai sudah saya kembalikan.

Cuma yang Rp 770 juta itu ma-

lasi tampil p:lltlg e perti saat |

sih dicari lagi ditelusuri lebih
dalam, masih diselldilzi lagi,"
mbuhnya. (san/pit)

m
=
15
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- anggaran RpB00juia. g
Bahwa Pemkor’Da ) sar untuk
menata yadg

knta. Tent\.!pya

Lobong Dlta:_ t e
DENPASAR, Radar Bali - Pemkot i
Denpasar masih tergila-gila dengan  Denpas Bk entp
program penataan sungai. Seteg mengedukasl masya o

(oepae lsberape sungth prograni ol SAGUSERARbeckl suhgal, yjern
berlanjut ke sungai-sungai lainnya.  Dayu Tri
Diantamnyahkadhbongdi_% - penataan ini merup .
Sumerta. Selain itu, Tukad Badung ali ke

Yo A S ot e kogsgp..':"dfkamw ‘Badung, ndnj
WWS?MCIGBSM mfﬁf?ﬂﬁ i
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" masih menjadi prluﬂtasDimsPekerjaan <
Umum Penataan Ruang dan Perumahan
dan Kawasan Pemukiman (PUPR Perkim) ta-
hun 2020. Program andalan b Bangli
itu bahkan dialokasikan 60 persen lebih dari
total anggaran kegiatan. e

Kepa]aDinasPUPRPerkimBang!.lWh
yan Suastika, Kamis (9/1) menjelaskan,
anggamnkeglatan‘bermmberdaﬂbana-
Alokasi Khusus (DAK) Regular, serta DAK
‘Penugasan. Untuk DAK Reguler, dari total
anggaran Rp 26 miliar digunakan untuk ke-
giatancuu@bldnng.\’akmbidangdptakar
ya, bina marga, dan Perkim.

“Demikian pula dengan anggaran yang
bersumber dari DAK Penugasan. Dari total
anggaran sebesar Rp 19 miliar, juga digu-
nakan untuk tiga bidang tersebut,” ucapnya
didampingi Sekdis PUPR Perkim Bangli,
Made Soma.

Suastika membenarkan jika sebagian be-
sar dari total anggaran tersebut, dialokasi-
kan untuk bidang bina marga. Seperti dana
yang bersumber dari DAK Reguler, Suastika
mengatakan, Rp 21 miliar di antaranya un-
tuk kegiatan peningkatan jalan dan hotmix.
Sedangkan pada DAK Penugasan, jumlah
anggaran yang dialokasikan ke bidang bina
marga sebesar Rp 9 miliar. “Artinya 60 per-
sen lebih dari total anggaran tersebut dialo-
kasikanunmkkeglatandibidmhmamar-
ga," katanya.

Suastika menyebut, alasan lebih banyak
anggaran dialokasikan pada bidang bina
marga, lantaran masih banyak jalan yang
belum mendapat penanganan. Seperti di
Kintamani, hampir 200 kilometer jalan  poran,
belum terhotmix. “Dengan total ang :
Rp 30 miliar di bidang bina marga, otomatis
ada 100 kilometer ruas jalan yang terhotmix.
DAK ini difokuskan bagi jalan lintas kota,
dalam hal ini kita perlebar jalan yang ada di
wilayah Tenten, Kintamani - Glagah Linggah
- Lembean - Langgahan karena tembus ke
wilayah Gianyar,” ucapnya.

Edisi ~mat, 0 -Jonar 0020

Hal : 4
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*  Tabanan Anggarkan Rp5M

#

untuk Rehabilitasi $ubak

® Ada Sembilan Proyek di Tujuh Kecamatan

TABANAN, TRIBUN BALI -
Pemkab Tabanan mendapat
kucuran dana Rp 5 miliar le-
bih da.riPemerintah Pusat

menjangkau area subak se-
luas 800 hektare lebih. Namun
saat ini prosesnya belum ram-

usullfantahun:.’omkekami
di PUPRPKP Tabanan," ujar
Kabid SDA Dinas PUPRPKP
Tabanan, Ni Ketut Sri Artini,
Kamis (9/1). !

PAKET
PERBAIKAN
Irigasi 2020

® Irigasi Wanagiri 35 hektare
dan Yeh Bakung 22 hektare
di Selemadeg Barat

* Irigasi Puyungan 64 hektare
dan Dangin 90 hektare di
Pupuan

* lrigasi Yeh Matan 368 hekta-
re di Selemadeg Timur

*  lIrigasi Senapahan 90 hektare
di Kediri

*  Irigasi Sasih 60 hektare dl
Marga

* Irigasi Merta [l 66 hektare di
Penebel

¢ Irigasi Apuan 27 hektare di
Baturiti

perbaikan ini sesuai dengan

usulan perbaikan atau rehabi-

litasi dari wilayah yang meng-

ajukan proposal perbaikan ke
PUPRPKP. Kerusakan terjadi
karena berbagai faktor dan

va:baglanbesardaﬂbmmna

I

“Intinya sudah pasti tereali-
sasltlitahun2020tctam

8 F DPA dari DFRD
- X Tabanan masih be-

lum bjsa dipastikan karena
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- Dmlug% Tégm 2014-2
Polda Sudah Men

B Manajemen RSD Mangusada
- Mengaku Siap Buka Bukaan

nﬂwmmladarnaa RSﬁMa.ngmadadlKapal
-M dung yang terlihat megah dari luar ternyata
manylm;yan gejolak di dalamnya. Para dokter di
rumah sakit pelat merah itu gaduh lantaran
tunjangan jasa pelayanan (jaspel) diduga “disunat”
i @Ha» dipungut liar (dipungli) manajemen »

» Baca Dugun Hal 7

{o

: Jumst, 3| Januati

Edisi

Hal 3 2

Jaspel diberikan denga (
as n
cara ditransfer melalui
rekening, menurut
keterangan sumber, tidak
ada faktur rinciannya,
tidak ada pen}elasan
detail.

" 'ridak Tahu : Salah
seorang sumber dokter
mengatakan bahwa baru
mengetahui jaspelnya
dipotong setelah
-giapanggll penyidik Polda

" Disebut Sudah Sepakat :
Menurut Kabid Pengenda-
lian dan Operasional RSD
Badung, dr. Arya Widiana
Pasek, me ada
pemotongan dﬂakukan




QV;} Y
i ,-‘:’ “"(‘
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llsebut Sudah Sesual
Pegawai dan Man emen

“ Sumber yang dirangkum

Jawa Pos Radar Balimenyebut-

kan, tidak hanya satu dua atau
dokter yang menjadi korban
pemotongan jaspel. Tetapi ser-
atusan dokter. “Ada 106 dokter
di RSD Mangusada. Hampir
separonya dokter spesialis.
Hampir semuanya mengalami
pemotongan jaspel,” ujar sum-
ber koran ini kemarin (30/1).
Lebih lanjut dijelaskan sum-
ber, ada tiga jaspel yang diduga
dipotong manajemen. Yakni
jaspel yang bersumber dari pa-

sien BPIS, pasien umum, dan

pengguna Kartu Badung Sehat
(KBS). Yang menarik, sumber
koran ini menyebut para dok-
ter tersebut baru mengetahui
jaspelnya dipotong setelah

dipanggil penyidik -Pol(l'a Bali.
Pemanggilan penyidik
dilakukan akhir tahun laluber-
tempat di Polres Badung. Para
dokter yang diperiksa peny-
idik kaget luar biasa setelah
penyidik Polda tanya tentang
pemotongan jaspel.
Sebab, selama ini pihak ma-
najemen tidak pernah mem-
berikan rincian jaspel pada
para dokter. “Jaspel diberikan
dengan cara ditransfer melalui
rekening., Kami hanya me-
nerima secara global. Tidak

- GRAFIS ; GT DE

pernah ada faktur finciannya.
Setiap kami tanya rincian tidak
pernah mendapat p jel an
detail,” imbuh. sur ng
mewanti-wanti ag amanba
tidak dikorankan il £

Kabarnya, pemot
jangan ini sudah terjadi sejak
2014 lalu hingga 2019. Para
dokter pun mengalami keru-

tun-

gian hingga miliaran. Dugaan

praktik pemotongar) itu dilaku-

kan secara acak. |
Artinya, pemotongan setiap

dokter berbeda-beda, Mereka

~__dipotong karena selama ini

A ‘selalu memercayakan seluruh
: ‘manajemen rumah sakit,

layani pasien, tapi hak kami
dipotong,” tukas sumber.
Informasi lainnya menyebut-
kan penyidik Subdit IIT Dit
Reskrimsus Polda Bali sudah
melakukan pemeriksaan ter-
hadap beberapa dokter terkait
dugaan pemotongan jasa pe-
layanan ini. Pemeriksaan juga
dilakukan terhadap pejabat di
lingkungan RSD Mangusada.

Berkomentar

Sementara itu, Kabid Pen-
gendalian dan Operasional
dr. Arya Widiana Pasek yang
dikonfirmasi tak menampik

_jika ada laporan dari mas-
yarakat tentang pemotongan
jaspel. Namun, pihaknya tidak
bisa mengomentari materi
laporan karepa hal itu menjadi

» ranah polisi.

Penyidik Polda Bali sudah
meminta dokumen terkait du-
gaan jaspel ini pada September
2019 lalu. “Intinya, kami dari
manajemen sangat terbuka
memfasilitasi semua proses

s Jumat 8l Jonwabi 26%0

£

di kepolisian. Polisimm
data kami berikan. Sekitar

1lma
dan
Ditanya apakah benar kabaf
p nyunatan” jaspel, Arya

gatakan tidak bisa mengo-

menta.rl benar atau salah. Dia
menyebut benar dan $

Lt 1

dah jadi kewenangan melak

kan proses penyelidikan.

Menurut Arya, ada pe
otongan jaspel tapi pem
tongan yang dilakukan
najemen berdasar kesep
katan dengan pegawai d
‘manajemen. “Memang
pemaotongan jaspe
itu digunakan unm;
duka. Dan, itu be
epakatan pegawai
23 Dasembe 2014 ]elasny

tan suka duka
berikan santunan menikah dan
kematian pada pegawai dan
keluarganya. Setiap mendapat
jaspel dipotong Rp 1.500.

us dokumen hard ’
mmrkamimnhm’{
Arya. got

._w;:;:

mem—l',

I
b

3_ ﬁemotongan

ah ¢ 1sepakqti tuturnya.
2 kembali menyerahkan
dses hukuma pada polisi.
i awal proses direktur uta-
nmmhsakitqudahmengin-
ksikan membantu pros-
s hukuma. Ditanya apakah
:» protes langsung dari para
kter, Arya me
ada. "Beso
emyan memmbahas sistem
unerasi. Saya juga ingin
uapayangdhngmkan seh-
ga bis djca.nkan titik temu,”
pungks nya (3[])'])“)

senakatan

tida‘k mengetahui jaspelnya

yang diterimanya kepada

| “Jadi, uang jasa pelayanan
ilah vang diduga dipotong,
setelah itu baru ditransfer
rekening dokter. Untuk
besarannya tiap bulan berva-
riasi dan acak,” lanjut sumber
tersebut.

Setelah kasus ini bergulir
beberapa dokter sempat
menanyakan rincian uang
jasa pelayanan yang diteri-
ma. Namun lagi-lagi pihak
manajemen tidak member-
ikan dengan alasan semua

dokter sudah ditransfer.
ami menilai perbuatan ini
terstruktur, masif, dan kronis.
Mainnya kasar dan tega ban-,
get. Kami kerja lembur m7z

-yang berdasar
: |'1:J tidak bisa
i. Saya tidak
c]dak pemo-
kesepakdlan

ngatakan be-
hari ini) ada
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= SEKDA...
Sambungan dari hal 1

Sekda Provinsi Bali Dewa
Made Indra menegaskan bah-

imah(APrP)

“Mulai hari ini kami
menunmkaninspehmat un-
tuk melakukan pendalaman
danpemeﬂksa.ansemamng
etahui duduk persoalan terkait

' densaninfmmaﬁivansdhnuat :

" media,” ujarnya.
Dia berharap dalam wak-
tu dekat Inspektorat dapat

merampungkan pemeriksaan

af
dan hasilnya nanti akan dija-
dikan bahan evaluasi untuk
menentukan tindakan selan-
jutnya. “Selaku Sekda, saya

menunggu hasil pendalaman
dan pemeriksaan yang dilaku-

kan inspektorat,’ tamba.hnya.
Dewa Indra juga menyam-

h paikan terima kasih kepada

media yang telah menginfor
masikan hal ini. Informasi ini

ujar Dewa Indra, akan menjadi
bahan evaluasi untuk mewu-

yanglebih baik.
Menumt pria asal Buleleng
ini, sejatinya upaya menuju ke

* arah itu terus d Pem-

prov Bali, Dahm tata kelola
keuangan saat ini \prov

"

ri Sanksi Tegas

an tran-  kefadian ini diikuti oleh PNS

 tunai. yang lain. Dia meminta Pem-
: v Bali menelusuri lebih jauh
l(alauclue- nya
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Retribusi Naik
'100% Tanpa

Sosialisasi

B Pedagang di Pasar Petang Mengeluh
PD Pasar Dinilai Tak Berpihak ke UMKM

MANGUPURA, TRIBUN
BALI - Pedagang di Pasar
Petang keberatan dengan
beban juran yang naik me-
lebihi 100 persen. Sebelum-
nya, setiap pedagang hanya
dikenakan Rp 7.000 per hari
dan dipungut setiap tiga hari
sckali. Namun kini mereka
dikenakan iuran sebesar Rp
450 ribu dengan dipungul
setiap bulan sekali,

Tentu mereka kaget, se-
bab kenaikan itu belum ada
sosialisasi. Kebijakan ini di-
terapkan begitu saja dengan
alasan sudah diputuskan
oleh pihak direksi. Tak pelak
pedagang merasa terbebani.
Artinya mereka terbebani se-
besar Rp 15 ribu per hari.

Anggota DPRD Badung
Dapil Petang, Nyoman Suka
menilal, lonjakan juran terse-
but sangat tidak masuk akal
di tengah lesunya situasi pa-
sar. [a tidak mengerti alasan
mengapa iuran yang kini me-
ningkat secara drastis.

“Sudah mendapat infor-
masi dari pedagang seperti
itu (adanya kenaikan iuran
di pasar). Saya tidak menger-
ti, kok bisa naik seperti ini,”
ujarnya, Kamis (30/1).

Kata Suka. kebijakan ini
lanpa pernah disosialisasi sc
belumnya. la mempertanya-
kan, keberpthakan PD Pasar
terhadap krama Khususnya
pelaku Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) di Pasar
Petang. “Semestinya direksi
PI) Pasar belum saatnya me-
naikkan juran,” katanya.

la menyarankan, semes-
tinya direksi alau PD Pasar
kreatif membuat kegiatan-
kegiatan yang mampu men-

_datangkan pembeli ke Pasar

Apakah sengaja
dikosongkan,
tak.ada yang
berminat atau

ada alasan lain?

Nyoman Suka
Anggota DPRD Badung

Pelang. Jika pasar sudah
ramai, pedagang dapat hasil
berjualan lebih, barul kemu-
dian menaikkan retribusi.

Tak hanya soal retribusi,
Nyoman Suka juga memper-
tanyakan kebijakan relokasi
pedagang di Pasar Pelang
Di satu areal, ada sekitar 22
pedagang. Semua pedagang
ini direlokasi selanjutnya
areal ini dibangun dan men
jadi 38 kios.

Ketlkd kios sudah jadi, p
dagarig lama tidak mempen
leh prioritas dan kebanyaka
saal ini dapat tempat berjua
an di Helakang, Pedagang bar
justrufbanyak yang memper:
leh di gepan di depan.

"Safu lagi. katanya, ac
empal unit kios di depa
sampal saat ini dikosongka
Kami mempertanyakan én
pat kids ini. Apakah senga
dikosopgkan, tak ada yar
berminat atau ada alasa
lain,” tanya Suka

Dirul Perumda Pasar M:
ngu Giri Sedana, Made &
kantra|membantah adam
kenaikan juran pedagang
Pasar [fetang yang nilain)
melebilii 100 persen. Ka

ran toilef| ini, semua pedagar
bebas memanfaatkan fasilit
ini,” katapya. (gus)

Kena Biaya Lajnnya

DULU kalarya kewajiban pedagang tidak ményatu. Khusus ihwi
iuran, para pedagang dikenakan Rp 7.000 pr harl. Namun di
'luar itu, pedagang masih dikenakan sewa kigs maupun los yanj

hitungannya per meter per segi, serta biaya-biaya lainnya.
“Sekarang ini kewajiban pedagang disatulfan menjadi Rp
450.000 per bulan. Pedagang tak lagi memikirkan kewajiban st

hingga bisa fokus berjualan,” kata Dirut Per

Giri Sedana Made Sukantra

wda Pasar Mangu

Disinggung mengenai kios yang masih kospng di bagian de-
pan, pihaknya mengatakan tempal tersebut fasih bangunan
baru, Hanya sajan empat kios tersebut belur) diserahkan kepat
pengelola dalam hal ini PD Pasar. "Nantinya Retlka sudah dise-
rahkan, kios tersebut akan diumumkan kepatla masyarakal dai
pasti dnlakul-.an secara transp‘alan nungkasTya, (gus)




Sub Bagian Humas & TU BPK Perwakilan Provinsi Bali

[0 RADAR BALI []TRIBUN BALI []BALIPOST [/NUSA BALI
L]

0

! v

Bupau Artha Resmikan
Termmal Baru Semlal Rp 15 M

i

!m"” !m 2 : belal g e =
- Bupati Jembrana I Putu Artha iai'témedhmalmmlnalqugo

meresmikan Terminal Negara di
Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, di 2020 di
Desa Baluk, Kecamatan Negara, ~sisi thhurmnmr
mrsumaa:ﬁmmw
dengan konsep nial%ﬁ- - Wa : !
E:barmm oo bertahap s h%lik‘.
secara  meng- pemerintah ﬁya
dana APBD Jembrana guttunwt memhangun fas

wulai 2017 dengan total anggaran  yang baik, namun perlu diimbangi

15 miliar lebih. - sentuhan kekinian agar mman
" Peresmian Terminal Negara  dikunjungi. Termasuk soal desain
m ditandai penandamgan . arsitektur maupun t‘asﬂim di
- prasasti oleh Artha disak-

kan Wabup Iembrana Made Smenmﬁwaﬁﬁrﬁmm
nbang Hartawan, Ketua DPRD pemhmaumnhmﬂnal

b.u,t % e X e y

ek 1
i fokerang I ﬁ‘:ﬁ&”&ﬂn
m-mim!ini- _ sangat sesuai &engan perkem-

:e;;"é':n"‘“’“‘
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Krama minta
Pemkab Bangli tetap
memberlakukan
Perbup Nomor 47
Tahun 2014.

BANGLI, NusaBali
Pengelola Objek Wisata Desa
Tradisional Penglipuran, Kelu-
raiain Kubu, Bangli menunda
menaikkan tarif kunjuugan. Ala-
sannya, fasilitas di objek wisata
belum memadai dinilai

belum pas memberlakukan
kenaikan tarif. Semestinya Per-

(] TRIBUN BALI
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37 Tahun 2019t g kenaikan
retribusi wisata rekreasi dan
olahraga berlaku per 1 Januari
2020. Terkait penundaar:ég}i‘,
Bendesa Adat Penglipuran
bersurat kepada Bupati Bangli.
Bendesa Adat Penglipuran |
Wayan Supatm pkan,
kebijakan pemerintah me-
naikkan tarif retribusi mem-
buat masyarakat adat selaku
pemilik objek merasa resah.
Menyikapi Perbup Nomor 37
tahun 2019, krama menggelar
paruman di Balai Banjar Adat
Penglipuran, Selasa $31/12).
“Masyarakat kami selaku pe-
milik objek tidak pernah diajak

Bendesa Adat Penglipuran | Wayan Supat (Kiri)
Wisata Desa Tradisional Penglipuran, | Neng

A

Moneng.

.mw s I.
rsama Pengelola Objek

keresahan di warga,” ungkap men

tarif. Kondisi ini menimbulkan Dil;gl paruman itu, krama |
. at
Wayan Supat, Rabu (1/1).

| ma

kan belum meneri-

aturan Bupati (Perbup) Nomor

koordinasi terkait kenaikan

nflkan retribusi wisata

L Ak g ¢ L -

rekreasi dan olahraga sesuai
Perbup Nomer 37 tahun 2019.
Alasannya, sarana dan prasara-
na di Desa Penglipuran belum
memadai. Kenaikan tarif harus
dibarengi dengan pelayanan.
Dicontohkan, sarana prasarana
kepariwisataan yakni jalan ma-
sih rusak, toilet, dan parkir be-
lum memadai. Hasil paruman,
krama meminta Pemkab Bangli
tetap memberlakukan Perbup
Nomer 47 Tahun 2014. “Mu-
dah-mudahan keinginan krama
bisa diakomodir” ujarnya.
Wayan Supat didampingi
Pengelola Obyek Wisata Desa
Tradisional Penglipuran, | Nen-
gah Moneng, mengatakan tiket

masuk wisatawan mancaneg-
ara dewasa dari Rp 30 ribu
menjadi Rp 50 ribu. Anak-anak
asing Rp 25 ribu naik menjadi
Rp 30 ribu. Domestik dewasa
dari Rp 15 ribu naik menjadi
Rp 25 ribu dan anak-anak dari
Rp 10 ribu naik menjadi Rp 15
ribu. Retribusi parkir juga naik.
Bus awalnya Rp 5 ribu naik
menjadi Rp 10 ribu. Mini Bus
awalnya Rp 3 ribu naik menjadi
Rp 5 ribu, sedangkan untuk
sepeda motor awalnya Rp 1000
naik menjadi Rp 2 ribu,
Bendesa Adat Penglipuran
sudah berkoordinasi dengan
Dinas Pariwisata dan Kebuday-
aan (Diparbud) Bangli bahwa

—

gngqlql tidak akan men-
mbil tiket sesuai tarif baru.
Buat sementara dih_i]'zgssanai.
p ]u»? masih dikenakan

menun awaban pemerin-
tah atas suratyang kami kirim-
kan,” tand Diakui, krama
‘malu menaikkan retribusi
Sementara sarana prasarana
penunjangobjek belum mema-
da_i-_DMsa'ﬁ'tﬁrkan.wisawwan

sekali saja berkunjung

~ hanya sekal
aldbat ol mabal Sy

Kebudayaan Bangli | Wayan
Adnyana belum bisa diminta
keyerangaT ﬁl! esa

t
n
'l i belum men-
bil gii ng baru, masih_
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Kasus Xpander

“Kami tidak
menemukan
kerugian negara
dalam pengadaan
mobil ini,”
DENPASAR, NusaBali
Diam-diam, Dit Res’lmmsus
-ﬁ%ﬂaﬁm@kinmn
ndugaan l‘ll
e 63 mobil Mistsubi-
5

r untuk Perbekel di
Giahyar Diiebutkan. penghen-

tian tersebut karena tldakdxten
mukan kerugian negara. “Su-
dah dihentikan karena tidak
ditemukan kerugian negara,”
tegas Dir Reskrimsus Polda

~ Bali, Kombes Yuliar Kus Nu--

groho singkat saat dihubungi
Rahu (1/1).
Sementara itu, Kasubdit
11 Dit Reskrimsus Polda Bali,
AKBP Putu Wedana Jati yang
dlkouﬁnnasi membenark:an_

pen@

untl.lkPerbekeldiGlamn“Hasﬂ
penyelid!kan kasus Inl_dihenﬂ-

Jativia |
Rabu{ifl]

Dlie askan, hasil penyelidi-

kan yang dilakukan penyidik

tidax diternukan l:indak idana

korupsi dalam pengadaan

mobil tersebut. Selain itu,
pengadaan seluru

unit mo-
bil sudah sesua: tidak

~ menemukan kerugian
dalam pengadaan mobil ini,

tegasnya tanpa menye
pan kasus ini dihenti

Kasus ini sempat m ujadi
heboh saat beberapa Perbekel

Ida Bali terkait pengadaan
mobil Mitsubishi Xpander
tuk 63 Perbekel di Gianyar.
Perbekel yang sudah sempat
diperiksa diantaranya Ketua
Forum Komunikasi Perbekel/
Lurah (FKPL) Kabupaten
G anyar, Ketua 1l FKPL Gianyar,
I Gede Purnadi Yoga yang
rupakan Perbekel Pejeng
n gin, Kecamatan Tampak-
si ing dan Sekretaris FKPL
Gianyar, | Made Junarta g
nerupakan Perbekel Bi
Kecamatan Payangan. Saat ltu,

di Gianyar diperiksa dl Ma-

kan data-data terkait dugaan -

tindak pidana korupsi dalam
pengadaan motor PCX dan
mobil XPander yang digunakan
operasional pemerintah desa
dan BPD di Gianyar.
Sebagaimana diberitakan,
63 mobil Xpander tersebut
dibeli di dealer PT Bumen
Redja Abadi, Denpasar, atas.
Eama pemesan Ketua FKPL
jianyar | Gusti Nyoman Gede
Susila, 10 Januari 2019. Susila

~mengaku selaku Ketua FKPL

Gianyar, dirinya bukan terlibat
dalam pengadaan mobil ini.

Dia mengaku hanya me
dinasikan dan menyosialisa-
sikan terkait Perbup Gianyar
tentang é)engadaan mobil lini.
“Pengadaan mobil ini kan
di masing-masing desa.
dan kewenangannya pun di
masing-maisng d’esa Yang
jelas, saya bukan pemb ll,
hanya mewakili perbekel
untuk memesan bardng
meyakinkan,” ielasnya = |1e1

IST

mrﬂmmpdﬁahgi., >mbes

Yuliar Kus Nugroho

s |

ak |

»penyidik masih mengumpul-
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Habiskan Rp 15 Miliar,

B

Terminal Negara Didesain Kekmlan

° Dllengkapl Ruang I.aktasl, WiFi, ngga Coffee Shop

sampai coffee shop bergaya urban di-
I pun disajikan. Itu dilakukan
penumpang betah dan me-
manfaaﬂcan mdtsedlakan.
Peresmian t
dai dengan penandalanganan pra-
- sasti oleh Bupati Artha. Peresmian
dihadiri Wabup Made Kembang Har-
tawan, Ketua DPRD Jembrana Sri
Sutharmi, Dandim 1617 Letkol Kav
Djefri Marsono Hanok, perwakilan
Forkopimda Jembrana, Kepala Dinas
Perhubungan se-Bali, Kepala OPD
Pemkab Jembrana dan masyarakat
Jembrana.

. Bupati Artha menjelaskan, tuntut-

an fasilitas publik saat ini, bukan ha-

nya membangun fasilitas yang baik.

“~~Terpisah, Kepala Dinas Perhuburig-
an, Kelautan dan Perfkanan 1 Made

ra ini tidak hanya urusan menaik-
tapi terminal yang menghadirkan sisi
experience kepada masyarakat. Jadi
banyak ruang terbuka dan fasilitas
tambahan. Semoga bisa diminati,”
ucapnya, Selasa (31/12),

Artha mengaku, saat ini moda
transportasi tidak hanya konvensio-
nal. Tapi juga online. Selain kendara-
an pribadi yang jumlahnya makin ba-
nyak. Maka dari itu, untuk

angkutan pedesaan dibuat tempat
senyaman ini. “Kalau pembangunan

- ini tujuannya falah melihat terminal

lama yang sudah tidak representatif.
Pembangunan terminal ini sudah me-

'mwmm

i ISTIMEWA
TERMINAL MINIMALIS - Terminal Negara 6 kawasan Dess 8o
Kecamatan Negara, yang Selasa (31/12) lalu diresmikan, dldesaln minimalis.

pu-umbang-
an kurang lebih 5 tahun. Dan dari

kajian te: t, tel tempat

terminal ini," jelasnya.
Artha ses.ldahtenm

mllmd!mmikm.

(Antar Kota An

(Antar Kota

turunditermiml.akam
uanmum

desa. dokarsertaojek IMereka juga

ahnhbaganrqdumpmmw

DmMahanmbawammgatakan.dc— nymnan cuﬁees]wpdilanmjl],y;:g

' sain terminal yang dibangun dengan dilengkapi railing tersaji dalam termi-
:mnaepmﬂuﬂal‘nﬂnﬂna]!;ahﬂdak me- nal. Fungsi ralling, supaya penum[
upakan unsur arsitektur Langit- pang atau pengunjung, bisa meliha
langit bangunan yang menelan biaya ke lantai bawah.

Rp 15 miliar lebih itu dibangun dalam

Mjumsetﬂakanmmgmm,i
tiga tahap. Atap bangunan pun dibu-

sui (laktasi), meja informasi, dan Wifi

at tinggi, supaya sirkulasi gratis bagi pengunjung, Tidak
udara pada terminal ini menjadi batk. nyaman untuk peur?gumpangh}arlanly;
Penumpang dan pengunjung tidak akan naik angkutan umum, terka-
mengalami gerah, selama berada di dangtunpathﬂdigmam
terminal. “Di bagian atas dipasang mkmnpattsm-ahatbaglpmgmdm
kaca khusus agar cahaya matahari mobﬂdanmoturymgakankc.lawa, :
bisa leluasa masuk ke dalam ruang- ungkapnya. D120201ametwpah
an,” ucapnya Rabu (1/1). !mn.diahi'ﬂnnn'akandﬂm@mkioa!
Menurut dia, desain terminal ini ataulospeda@ngtcmﬁnal[ug)
bisa sesuai untuk perkembangan ar- T A

Edisi
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% Progam Seragam Gratis SD dan SMP
| di Badung Tak Tuntas

MANGUPURA, TRIBUN
BALI - Satu semester sudah
mau habis. Namun pendis-
tribusi seragam gratis un-
tuk siswa Sekolah Dasar
(SD) dan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) di Kabupaten
Badung, belum juga tuntas.
Pasalnya hingga di penghu-
jung tahun, masih ada pen-
distribusian seragam sekolah
yang tercercer.

Dewan mengaku menemu-
kan siswa di Badung yang
mengenakan seragam ber-
beda-beda. Hal itu diketahui
saat Komisi IV DPRD Badung
melakukan kunjungan ke
sejumlah sekolah.

Dengan adanya temuan
itu, komisi IV pun meng-
aku telah melakukan pe-
manggilan kepada Dinas
Pendidikan Pemuda dan
Olahraga (Disdikpora) Ba-
dung guna meminta per-
tanggungjawaban atas pro-
gram tersebut.

"Sudah kami panggil,
Disdikpora pun mengakui
masih ada yang tercecer
(pendistribusian seragam).
Kami sempat mengambil
sampling ke sekolah-seko-
lah dari ujung Bali selatan
ke utara ada kami temu-
kan keterlambatan pakai-
an gratis belum diterima.”
ujar Ketua Komisi IV DPRD
Badung, 1 Made Sumerta,
Rabu (1/1)

la mengatakan, dalam

kunjungan kerja tersebut,
pihaknya banyak mendapat-
kan keluhan terkait penga-
daan seragam gratis. Seper-
ti ukuran yang tidak sesuai
hingga ongkos menjarit. "Ma-
sak cowok dapat celana yang
kedodoran seperti pal-ml rok,"
kata dia.

Politikus asal Pecatu,
Kuta Selatan ini menga-
ku sangat kecewa melihat
kondisi tersebut. Terlebih
seragam gratis merupakan
program prioritas Kabupa-
ten Badung. "Jujur kami
kecewa dan malu. Kami

“akan tandail rekanan yang

memenangkan tender itu
agar menjadi pertimbang-
an untuk program-program
berikutnya,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Ba-
dung, I Ketut Widia Astika
menjelaskan Kkronologis
terlambatnya program se-
ragam gratis. Birokrat asal
Kerobokan, Kuta Utara ini
mengakui keterlambatan
program seragam gratis
terjadi sejak tender awal
dilakukan. -

"Pada bulan Mei baru ada
ACC (penyetujuan) dan baru
berproses pemenangnya bu-
lan Agustus baru ada. mau-
nya kami pas tahun ajaran
baru sudah ada pakaian,
namun beberapa dari pakai-
an seragam itu gagal lelang,
sehingga terlambat lagl." je-

|
{

nya. {4

Ketut Widia Astika pun
membantah jika ada seko-
lah yang telah menerima
seragam gratis pada bulan
Agustus. "Kalau add di me-
dia sosial yang mengata-
kan sudah menerima bulan
Agustus itu bohong, karena
awal Agustus belum ada pe-
menang,” tegasnya. [

la menjelaskan, i;eter-
lambatan pengadaan ba-
rang oleh rekanan peme-
nang tender telah ditindak-
lanjuti dengan pengenaan
denda. "Ada yang sampai
bulan Desember masih ter-
lambat, padahal 23 Dx
ber harus sudah tuntas,
jadi kami kenakan sanksi

- denda atau pinalti kepada

rekanan," bebernya,

Widia Astika juga mema-
parakan, dalam program
seragam gratls unluk seko—

membelikan semgam yang
kualitasnya diseragamkan

dengan sekolah negeri.
"Ukuran dalam ben-
tuk jadi adalah sepatu dan
pakaian o ga sisanya
kain d¢n o t dan

swasta diberikan uang na-
mun kualitasnya disesuai-
kan dengan sekolah negeri,
sehingga negeri dan swasta
sama scragamnya " kata-

nya. (gue) | | |
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L
r-_—__—_l—__——-——h—_—w_“nll?Am. Tl!lﬁl li ..—g
Penyidik Kejati =05 e

Ku m p ul ka n Denpasar, ﬁﬁg(?am;a

(53), sebagal tersangka

n terkait perkara dugaan
Bukti Baru g

di Denpasar, tim penyidik

- tindak pidana khusus (Pid-
ifi H i : sus) Kejaksaan (Ke-
® Dugaan Gr-atifl.kaSI Sertifikat | - Refishan foggt Ll Tl
Mantan Kepala BPNPenEisar 4 :; alat bg:u bamb! unlx(nmk |

i Demikian disampaikan
Asisten Pidana Khusus
‘(Aspidsus) Kejati Bali |
Nyoman Sucitrawan saat |yang d b_dltuhkan untuk
v dikonfirmasi, Rabu (1/1). - .mengud an penahanan
“Saat ini kami sudah <a. Ini juga agar ti-
tahap satu, melimpahkan dak ada celah sedikit pun
berkas ke penyidik. Kami yang d mﬁaatkan ter-
sudah selesai memeriksa ntuk mengajukan
saksi-saksi. Intinya kami peradilan.

Menurut mantan Kajari | . © HAL7

Penyidik Kejati Kumpulkan... | o [ || Eme—

(bukii (PPATK), Hasil PPATK itulah- “"fl‘f“ a:
e g mt:nﬁiamhm yang menjadi pintu masuk "B Zﬁaﬁ?{gam;;ﬁﬁa
ngan bukti yang ada bisa didapat. Selain itiy, ada’ jaksa membongkar kasus in. O ad, pdarVang
membeber dan membukth beberapa surat dari instansi Berdasarkan laporan ketetn__l a g’l‘a & w s
kan dugaan gratifiiast yang  BebePR BN ULy gy PPATK it juga penyidik 8 FRERUR R Kams
dilakukan tersangka pada L2 kepentingan mengembangkan kasus Bl e O L ata, Kanenadami su-
tahun 2007 hingga 2011, tungel RS KEP R T Mip - Tt arbas o Higbi
BB : - dana pencucian uang ) :
. eriksase-  "Kami juga fokus menge-  dak by * Sugitrawan.

pat mea jar aliran dana di re eﬁ (TPPU) yang dilakukan ter lib# takan sebelugmya.
jum]ah_saks_ o ," jelasnya. a sangka. Tri Nugroho.se-
ok G djm:rkzral:;a menjabat Kipala BPN Kota  ‘Kami kelar TPPU karena, PR ) bﬁrlasarkan

‘,am! mm‘_ bmadﬂ'atnkﬂjm--",’ya' ang  Denpasar, tersangka didu- banyak transfer ke sana (re- - bag

| o ng tersangka). Banyak sutat perintah penyidikan
- g eminta dan menerima kening gka). B (i Bali nomor: PRINT-
bersentuhan langsung de- ~ga meminta g aset dan lahan milik E atd -
‘" & miliaran rupiah untuk @ il TPPU, Salah 1.1/FDd.1/08/2019
ngan tersangka sudah ram-  uang e e o o on  ka diduga hasil TPPU : |
pung diperiksa. Keterangan _penerbitan |

ksi tanah ' : 2019 ten-
d : sudah pem- Ditanya apakah ada reke- - satunya tafie - e i
Terkait pemeriksaan ter- sangka untuk menam?ig:ls- Banyok inte
sangka Sucitrawan me- uang dugaan gratifikasi. - S nun”kg S ,
takan belum dilakukan. citrawan belum berani mem mggmt H s
i).gzasajemnﬁkannpmma beberkan, disisi lain ia juga adanya intervensi caiai

atifikasi kepada penye-
gara negara pada Kantor

surat penetapan ter-

g 1 = g -}._: dﬂ.‘ﬁﬂgﬂm
soiclian tahap dua. Semoga tidak membantah. TKalay penanganan k Kiare b 0 S 2 IS M*”’Flﬁm?f‘lq_. < iy
St b tuntas.” ha-  dihitung semua (aliran uang)  ctrawan " E L UL, petkara dugaan gratifikast

i ' pusing, karena saking ba- Dijgmabag ont e Lt ini tarsangka Tri Nugroho
TS ol mene  myaknya.ata Sucirawan. asus ini tidak mudah,  ini (ersar
Pihaknya kemb: i

. pat  dijerat Pasal 12B atau Pasal
f g dimiliki karena banyak mendapa i : ti-
SRRy poen @S ?‘”“’] . mﬁ;kﬁmkiudmamhwﬂgasﬂ resmi  tekanan dari berbagai pihak. 11 upkﬂpﬁ:;r trn;irlg gra
g g Pelaporan dan Pula , banyak pihak yang ber "_’- | .[lm] :

kan. Bahkan, Sucitrawan _ dar Pusamtnsakm Keuangan usaha keras agar kasus tidak ~ negara. (caf
pucayé;sdmadanuaﬂm Analiﬂis_ : e :

T e s b i Sl S | |

Edisi  : kamis, Z Juuati Zo%

Hal s \an 7




.Karya Mejabe Jero, Rsi Gana Ma-
dasar &r
' Linggih lan Mendem Padagingan

[(g_di Pura Pucal Pemarisuda dan Pura Subak Dg
Bupati Giri P '

(2%

PURA sebagai tempat untuk
memantapkan dan meningkatkan

sraddha dan bhakti umat Hindu

kepada Ida Sang Hyang Widhi
Wasa, juga mew‘paﬁaa tempat
untuk menyatukan umat Hindu -
yang ada di suatu wilayah yang -
terdiri dari berbagai macam ka-
langan. Mengingat pentingnya ke-
beradaan pura dalam kehidupan
sosial religius masyarakat. Maka
Pemkab Badung memberikan per:
hatian yang besar dalam hal pele-
starian keberadaan pura maupun,
dalam hal yang berkaitan dengan

tata pelaksanaan upacara yadnya,

Seperti yang terlihat pada Rabu
(8/1) kemar?n, Bupati Badung I
Nyoman Giri Prasta menghadiri

u Manca Sata Ngenteg

Pura Pucak Pemarisuda dan Pura
Subak Desa Adat Tiyingan Plaga.
Upacara ini diselenggarakan
setelah tuntasnya serangkaian
pembangunan fisik yang ada di
pura tersebut. Yang meliputi pal-
inggih gedong, tembok panyeng-
ker, senderan bale baris, paware-
gan, bale kulkul serta penataan
halaman Pura Subak Wana Sari.
Yang dananya bersumber dari
dana hibah Pemkab Badung tahun
2019 sebesar Rp3 miliar. ]
Menurut penjelasan I Wayan
Windra selaku Klian Adat Banjar
Tiyingan, upacara Karya Mejabe
Jero, Rsi Gana Madasar Caru
Manca Sata Ngenteg Linggih lan
Mendem Padagingan Pura Pucak
Pemarisuda dan Pura Subak Desa
Adat Tiyingan menghabiskan
dana sebesar Rp315 juta yang
semuanya bersumber dari dana
urunan masyarakat. Dan untuk
rangkain pelaksanaannya di awali
dengan upacara nanceb Surya
pada tanggal 24 Desember, dilan-
jutkan dengan upacara Macaru
Manca Kelud dan Rsi Gana pada
tanggal 5 Januari, Serta Melaspas
Wewangunan lan Mendem -
ingan tanggal 8 Januari yang
di-puput -ol_eg Ida Pedanda Geria
Prabu dari Denkayu Mengwi.

"mengajak warga tiyingan un-

"Masyarakat diminta selalu

‘Hita Karana demi terciptanya

L]
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“Dimana puncak Karya N,'gen&‘eg.'
Linggih dan Mendem Padagin-

gan akan kami selenggarakan

pada tanggal 10 Januari besok,”

imbuhnya. : i
Sementara itu, Bupati Giri

Prasj'dalam sambutannya

tuk senantiasa mengutamakan
persatuan agar segala kegiatan
vang direncanakan bisa terlak-
sana dengan baik dan lancar.

pegang teguh pada konaep.% .

kehidupan yang harmonis da-
mai dan selaras. “Kami selaku
pimpinan pemerintah kabupaten

ung sudah mengimplemen-
tasikan konsep Tri Hita Karana
e dalam program nyata untuk
menciptakan kebahagiaan di ten-
gah-tengah masyarakat. Dalam
konteks hubungan manusia den-

ﬁa dengan
- | Kabupaten Badung menyeleng-
gamﬁn program pendidikan dan

gan Tuhan, Pemerintah Kabu-

Adat Tiyingan Plaga

i V1] T
pp.-teztBn_dun ' $ala1u men-support
kegiatan dibidang keagamaan,
konteks hubungan manu-

anusia Pemerintah

kesehatan gratis untuk semua
lapisan masyarakat. Dan dalam
konteks hubungan manusia den-
gan lingkun wfﬂmmsp sudah
menggiatkan program Gertak

guna memlf akan lingkungan
yang sehat, bersih, serta lestari,”
papar Giri Prasta. .
. Pada acara tersebut, Bupati
Giri |Prasta ju berkesempatan
ngaturang ayah mendem Padag-
i di palinggih utama di Pura
Pucak Pem nﬁﬁida‘ Acara terse-
but juga dihadiri oleh anggota

DPED Kabupaten Badung IGN
Lanang Umbara, Panglingsir Puri

Petang, Camat Petang, Kapolsek

Petang, D Petang, serta

'Pj. Perbekel Desa Plaga. (ad200)

Hal
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an  sudah mengimpleme ’ﬁlkaﬁ
km‘lwp Tri Hita Karana ke

ehatan gratis
Ispisannmyaraﬁt an/da
kentﬁkn huhungan uk:

W hya ng A
lestari,” papar Giri Prs a.
~ Bupati Giri Prast ju a
barl;asempétan ‘ngafura

fanss .9 Joreent 22

g 2
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TK Percontohan Dibangun di i Busungbiu

* Anggaran Rp 1,088 Miliar, Miliki Fasrlita erlengkap di Balu

'SINGNRA]A. NusaBali . cilnya juga disediakdn untuk  ProsedurMinimal (SPM).
Kabupaten Buleleng kembali ﬂr .u-;-:,t*“‘l""a-;-’-i azakedfa ]e!astﬂ g menm itu.sejgg. ‘mem-
dibantu pemerintah pusat untuk H ot Astika mengatakan TK Per- gu .Percontohan, tahun
pemenuhan sarana prasarana - contohan bantuan pusat ini ini is ora Buleleng juga
pendidikan terbaik di Buleleng. dipilih dibangun di Desa Bu-  ak: n merenovasi TK Ig eri

|| Salah satunya pembangunan

sungbiu karena k
TK Pewanto}un yan, berlokasi

: ung Paruk, Kecamgtan
“han seluas 35 are. Se

t yang dindingnya retak-

di Desa, - jumlah siswanya yan y cang gempa
Kabupaten Buleleng. T‘I(Pemon- _ banyak 70 ora da Navember 2019 lalu.
tohann dengan bangunan dan Dia menjela ika dari sisi dikpora Buleleng melalui
'sarana prasarana terlengkap ini kurikulum da‘n sistem pemb-  APBD Kabupaten Bu eléng ta-
&ebut satu-satunya di Bali. elajaran di TK Percontohan ini  hun 2020 men,

| Menurut Sekretaris Dinas

1?011.“3 untuk biay
Pendidikan Pemuda dan Olah-

Proses renuvasi yan

‘raga (Disdik ora] Buleleng, kulum yai:ﬁ_m astikan segera akan' d ker-
Made Astika, Rabu (8/1), 'ban— dengan ku akan bulan-bulan ini akan
|| tuan pembangunan TK Percon- ~ pada umumnya. elokasi sementara siswa

tohan itu didapat pada tahun ~ TK percontohan lébi

i TK Pangkung Paruk dengan

2019 lalu. Saat ini proses pem- njam gedung SD terdekat,
| bangunan swakelola itu sudah _ : ingga proses pembelajaran
dalam tahap finishing denga a,  tak tergahggu “Ini men f

prioritas walaupun masih

'_'l

#nggiran total Rp 1,088 miliar
|| TK Percontohan ini _disebut

as d nakala‘nge%é tm;
kan men di TK yang HE %‘gﬁ o an
la: * ja ik di"n sa¥ana = - bok retak. Ja ‘men-

makan keselamatan siswa,

di Bali. manikelas Kalau p:asarana
o sta'?; Rsik It ada ruang  PeMUNANENYa jugasangatleng-  areanons o mach .
aula, tempat pentas anakanak, ~kap baik dari bahanajar hingga  puluhan TK negeri di | g vasi berjalan pinjam ged
| ruang tamu, ruang guru, ruang  fasilitas bermain anak-anak sudah menjalankan proses pen- 1 atau 2. yang kebetulan dekat
bermain indoor outdoor, selain termasuk klo;at di k?mar ke- .didikap sesuai dengan Standar rdengan“l'l(. ]elasﬁsdka & k23

e A% s ALt

- ——— e, e ————
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gutan Dibagi ke Kadus,
Ketua Bumdes hingga BPD

Sidang Perbekel Pemecutan Kaja Kasus Korupsi Pungutan Desa

Hasil Pun

DENPASAR, NusaBali e . W

Perbekel Desa Pemecutan L S bl
Kaja, Denpasar Utara, AA
Ngurah Arwatha, 48, men-
jalani sidang perdana kasus
dugaan korupsi pungutan
desa di Pengadilan Tipikor
Denpasar, Selasa (28/1) sore.
Dalam sidang terungkap,
Perbekel dua periode (2010-
2016 dan 2016-2022) mem-
bagi-bagikan uang hasil pun-
gutan tersebut ke perangkat
dibawahnya.

Dalam dakwaan yang diba-
cakan Jaksa Penuntut Umum
E;JPU] Nengah Astawa dan |

usti Ayu Rai Artini terungkap
jika uang hasil pungutan terse-
but mengalir mulai dari Per-
bekel, Kepala Dusun, Ketua
Bumdes hingga BPD (Badan

L s usasamon
PERBEKEL Desa Pemecutan Kaja, Denpdsar Utara, AA Ngurah Arwatha
saat menjalani sidang di PN Denpasar, $Selasa lalu.

}ang t_il_pungut petugas dari  Rp| 3 ribu jika pengunjungnya

Pemusyawaratan Desa).
Dijelaskan, kasus ini berawal
dari pungutan desa terhadap
toko, pedagang, dan pasar desa

Desa Pemecutan Kaja atas per-
intah perbekel. Petugas linmas
memberikan pungutan dengan

raindi. Jika pengunjungnya sepi
diberi karcis senilai Rp 2 ribu.

hari, Hasil pungutan kemudian
disetorkan ke hendahara desa.
“Selain melakukan pungutan
pada pedagang pasar, jusa
melakukan pungutan pada
pengusaha toko dengan karcis
kisaran Rp 15.000 - 250.000
tiap bulan per toko, tergantung
jenis usaha. Petugas melaku-
kan pungutan terhadap 27 - 30
pedagang dengan setoran Rp

125.000/hari atau sekitar Rp -

3.000.000 per bulan,” lanjut
PU.
! Di awal kepemimpinan
Arwatha pada 2010-2016,
ungutan ini dimasukkan
Ee kas desa dan dijabarkan
ke APBDes. Namun dimasa
kedua kepemimpinannya
yaitu mulai 2017-2018, uang
pungutan dari toko, peda-
gang dan pasar desa tidak
dimasukkan ke kas desa.
Selain itu, penggunaan uang

pungutan itu juga tidak ses-

cara memberikan karcis senilai

: |
uai APBDes. Pasa|nya, hasil

ayat (1) KUHP. Se

pungutan tersebu
dibagi oleh Perbe
ke perangkat desa dan peny-
ertaan modal des 1
“Terdakwa telah mgmperkaya
diri sendiri, perarjgkat desa,
kepala dusun, d ota

dan memperkaya BUMDe
Rp 72.592.500,

batkan kerugian hegara Rp

Dalam dakwagn{ primer,
perbuatan terdakwa di:

cam pidana Pasal| 2 ayat (1)
juncto Pasal 18 ayat [ 1) huruf
b UU Tipikor juncto Pasal 64

190.102.000,° tegds Pz}h_
a

dakwaan subsider P

rcis bertuliskan punia
BUMDes "itp dip

ngut setiap
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‘Uang Pungutan jadi Bancakan

00 .
toko, negaradaxiBPKPPemakﬂan
£ Provlnal Bali ditemukan

&
=]

mSidang Komp31 Perbekel Dgsa tiap bula
Pemecutan Kaja e | 4 o ukan purgutan terhadap
mBerdalih Punia tapi Mengikat 35508 E

D DUls
i usal
1

-4 1 '. 5 i au sekita m . | ! _._ _.:. .
PU Rai m '..;-,:=_ Smmpm-b e e
To e ﬂuw“ Pada 2014 - a 6, terdakwa I i
||-.|_-__-;.. pmmn .
: kedalam'kas “‘“"‘“’i

aja, gusabuh kor psi
dipoto m dibagi-bagikan

A : m ‘ SEl njakm]} pendap .
d @ﬁlﬂ Hf “berdasar pungutan pe w&gmm aparatur
peﬂsdoh-an. ,_eéi nd m pasar dimasukkan ke dalam ika a, dan BPD desa, sebesar

utan  BUMDes. Ini sételah Desa "

di Talan BUMDesyangdi ikan berdasar

d PemtumnDesamo;s/zma
Wlmm ! __. &
Nah, dari sinilah pe Imatan'

. Desa N’omorDZ)'z ie‘nt'anfg' culas itu terjadi. P i

Pengenaan Sumbangan bﬂﬂmdﬂﬂ §mq yans

sud&h disetork:
g desa.da;lamp e}qnuari
at 2017 - Februari 2018 sebesar Rp
. 190.102000 malah dib agikan
aum
di]ddthn

2 DENndads

o hagai pe;begfel
mg msngin iasi perbuatan
melanggar hukum itu. Saat

“Pada 2017 hasil pungutan dari
PKL dan pengusaha toko tidak
dimasukkan ke dalam APBDes.
Demikian pula dengan pungutan
yang sama tidak dianggarkan
sebagai penerimaan pendapatan
desa tahun anggaran 2018,

: terdakwaMNgurah \a sebagai peme-
beber jaksa penuntut umum hari. Hndl pungutnnkznmdhn engabaikan

m

kekmuan selolaan keuangan de
Bcas-asas keuangan desa sebagaimana asemmamm

(JPU) Gusti Ayu Rai Artini dan
1 Nengnh Mwa di hadﬂpﬂﬂ gnda; gri Not oﬂ lsfm 4 tentang mo‘m
majelis hakim yang diketuai a yang dia W asas-asas transparan,
Da i! » m ] iran. “
TR N e . S ] desa menmpkan anggaran ;‘:ﬁ
mem q mmm
am APBDe zﬁn danAPBDes mm
dak mé-nasukkan peﬁdapam

Jak ::'- nperkaya ":"-';“ desa'kepala
anggo Bpﬁsepesgfnpu?swsm_._mempleﬂﬁ!a

102.000” teghs]JPU Rai. ]
19[;}3}31.;0:0’ __:al. S Ghdbidias § o
Pasal 2 ayat (1) j intto WIBMt{I)hmbawmwrm
Pasal 64 1
iunctopgaaltlg;) (1) “"’IbW}'angsama. <
mengajukan e : imemmpeﬂgamya







Polda Sudah Menyelidiki
‘W Manajemen RSD Mangusada
- Mengaku Siap Buka-Bukaan

; AT e
 DENPASAR, Radar Bali - RSD Mangusada di Kapal,
Mengwi, Badung yang terlihat megah dari luar ternyata
menyimpan gejolak di dalamnya. Para dokter di
rumah sakit pelat merah itu gaduh lantaran uang
tunjangan jasa pelayanan (jaspel) diduga “disunat”
 alias dipungut liar (dipungli) manajemen »

. ~ » BacaDugaan... Hal 7

Edisi : Jumst, 3| Januati

5 DnduﬁT@Jﬂlimymlg’ l

Hal : 1

" Disebut Sudah

|

|
8. 5w x
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= Pungutan : Pungutan
= Pols Bambikten issel

Jaspel diberikan dengan
- cara ditransfer melalui
rekening, menurut
keterangan sumber, tidak
ada faktur rinciannya,
tidak ada penjelasan
detail.

= Tidak Tahu : Salah
searang sumber dokter
mengatakan bahwa baru
mengetahui jaspelnya
dipotong setelah
dipanggil penyidik Polda
Bali.

Menurut Kabid Pengenda-
lian dan Operasional RSD
Badung, dr. ‘Widiana
Pasek, memang ada
pemotongan dilakukan




Sub Bagian Humas & T|U BPK Perwakilan Provinsi Bali

/RADAR BALI []TRIBUN BALI []BALIPOST 1 NUSA BALI
B .

Nosu & Danuan SO0

2




St &
- 3

— ke

1).

oL
f}‘im\
oy 4 A

Pemberhentian
Men

Salinan Putusan

- SINGARAJA, Radar Bali -
Perbekel Celukan Bawang
nonaktif, Muhammad Ashari
segera diberhentikan secara
permanen dari jabatannya.
Menyusul vonis dari Penga-
- dilan Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor) Denpasar, yang
kini telah berke!mat_a_r; hukum

® ASHARLI...
Sambungan dari hal 1

Sementara batas waktu penga-
juan banding sudah habis pada
Rabu (25/12) lalu.

“Sepertinya sudah inkraht.
Sampai Jumat tidak ada upaya
hukum dari yang bersang-

. kutan. Jadi otomatis waktu
“pikir-pikirnya sudah habis,”
kata Genip. ras

Sementara itu Kabid Pemer-
intahan Desa Dinas Pember-
dayaan Masyarakat dan Desa
(PMD) Buleleng, I Gusti Ngu-
rah Putu Mastika mengatakan,
pihaknya telah menyurati Pen-
gadilan Tipikor Denpasar. Da-
lam suratitu, Pemkab Buleleng
memohon agar salinan pu-
tusan dapat dikirimkan pada
pemerintah. Sebab akan dija-
dikan dasar pemberhentian
tetap pada Ashari.

“Untuk pemberhentian per-
manen, kami masih tunggu
salinan putusannya. Kami
sudah mengajukan surat pada
pengadilan, memohon agar
salinan putusan dapat segera
diberikan,” kata Mastika saat

Muhammad Ashari

tetap (inkraht). ]

Kepala Seksi Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri (Kasi Pid-
sus Kejari) Buleleng, I Wayan
Genip, mengatakan, hingga
Jumat (27/12) dirinya belum

dihubungi kemarin (31/12).

Lebih lanjut Mastika men-
gatakan, Dinas PMD Buleleng
telah menunjukpelaksana tugas
(PIt), selama Ashari berstatus
nonaktif dari jabatannya se-
bagai perbekel. Apabila telah
diberhentikan secara tetap, ren-
cananya pelaksana tugas akan
tetap bertugas sampai dengan
dilaksanakannya Penggantian
Antar Waktu (PAW) di Desa
Celukan Bawang.

“Nanti akan dilaksanakan
PAW. Sebab sisa masa jabatann-
yalebih dari dua tahun. Makan-
yva dilakukan PAW," jelasnya.

Sekadar diketahui Perbekel
Celukan Bawang non aktif
Muhammad Ashari dijatuhi
hukuman 1 tahun 3 bulan
penjara dan denda Rp 50 juta

subsider 4 bulan penjara, pada .

sidang putusan di Pengadilan
Tipikor Denpasar.-

Selain itu Ashari juga diwajib-
kan membayar uang pengganti
sebesar Rp 39.160.000. Apabila
tidak membayar, maka hartanya
dapat disita oleh kejaksaan un-
tuk melunasi biaya pengganti.
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Sepertinya sudah inkraht, || 2%
Sampai Jumat tida | o

ada upaya hukum dari

yang bersangkutan. Jadi Iy K

otomatis waktu pikir-
pikirnya sudah habis.”

| WAYAN GEN f
Kusipidsus Bu |'

-mendengar adanya u'payé hu-

kum lanjutan dari Ashari « -

* BacaAshari..Haiy |

Namun bila hartanya tak tersisa
Ialgi. maka akan diganti dengan
* pidana penjara selama 6 bulan.

Lapas Singaraja. Meski begitu,

sehenarnya sudah ditahan di

lentang Nasib Ashari

| Saat perhelatan Pemilihan
| Perbekel (Pilkel) serentak pada
31 Oktober 2019 lalu, Ashari

jeruji besi Saat itu ia mampu

| mengumpulkan 1.187 suara.

dia berhasil menang daj'l_bahk | Mengalahkan pesaingnya yakni

M.&Muh‘a}ir yang mengantongi
815 suara, dan Irwan sebanyak
701 suara. (eps/pit)

8
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MANGUPURA, Radar Bali - Pem-
. bangunan gedung baru Rumah Sakit
'D |(RSD) Mangusada tak kunjung
rampung. Pasalnya, ada proses pem-
bangunan yang sudah jalan tetapi
model bangunan yang harus diubah
- sesuai dengan permintaan dan kebu-

‘Kabid Cipta Karya Dinas PUPR
Kabupaten Badung IGA Ngurah
Arinda Trisnawati, saat dikonfirmasi
tak menampik hal tersebut. Dia men-
gatakan, belum rampungnya pem-
bangunan lantaran ada perubahan
I pada alat radiologinya. “Jadi, desain

bangunannya juga berubah. Makanya
rampungnya di bulan Desember 2020 | ,
mendatang,” katanya saat dikonfirma-  Dikatakan, soal anggaran tidak ada der, bangunan itu akan menghabiskan
si Selasa (31/12) kemarin. masalah, sésuai kerja sama atau ten- Rp 2%5.648.73&_.700. Kata dia, saat ini

proslps peng"en,ijgan sudah mencapai
35,97 persen, Sehingga nantinya akan
-dilanjutkan pembangunannya pada ta-
- “hun 2020. Mengingat ini proyek sifatnya

I ~ tahun jamak (multi years).
Sementara dari peruntukan, Ge-
dung D rencananya akan digunakan
_unt poli?“ ik dengan sistem

cluster dan ruang rawat inap kelas
11 daE‘keias_I, Gedung F rencana
dimanfaatkan untuk pusat onkologi
pelayanan khusus kanker, ruang pe-
layanan eksklusif seperti pelayanan
bayi tabung, dan ruang khusus rawat
anak. Gedung G, rencana menjadi
pusat pela ncuci darah, juga pu-
sat manajem%n.; untuk pendidikan

dan pengembangan, dapur serta
la_und'{y. (dwi/yor)

1l
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Dewan Curiga Masih Ada Kebocoran Pajak
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mcamm muw
hibah. “Tadi Bolum
sk&.bmamh i:a.tlj&ns

ujarnya.

. Menurut Ih:a Putra, ter-
i | ebah dahulu harus digelar

i 5 'orum Pendapatan Daerah
ahllki ks 0837 o " i tuk bisa m: engéwh in-
n, dan infra- untukm nudah diawasi, -ﬂlﬂl : . Komisi 11
ima prioritas lebih mudah 'ﬁ aks nakan | ah ditugaska
 visi gt ngja abkan.l mmieesera

emﬁan nan da
gNamﬂat K'_ thi Loka

Edisi : Zaby g?uxaﬂawi 2020




Gianyar (Bali Post) -
1 Ketut Suasta, mantan

Selasa (7!13 kemarin kembali dlhadirkan di
dakwa ala,pi sidang lanjutan dalar

Dihadapanmmabshahm
pmmpmanEstbarOktavLJPU
IPutu IskadlKBkm‘andanI

naan dan top score, tuan
kepad& amt,hnnnrpe]ahnana

[

yar’y
I_-Nyoman
’Ketun. Umnm

Gxanysr
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' imehandatan ﬁehnjxan
Eba wraebm
tua KONI Gianyar &hwa
jukan surat perihal pe-
mralm-an hibah Rp2,5 miliar
vangsalah sawayaunmkPSSI
Gunwrwbeaarﬁpn@ juta.
Dana itu pun cair melalui
PD Bali Cabang Gianyar.
: en Bupati Cup 2016
.pun berjalan. Namun lapo-
ran penggunaan dana yang
dilaperkan terdakwa Ketut
Suasta diduga tidak benar dan
tidak sesuai dengan riil penge-
luarannya. Di antaranya uang
transpor, h:aya garis lapangan,
uang fotokopi hasil pertandin-
gan, pengeluaran uang untuk
‘tenaga medis atau kesehatan,
‘uang pembinaan dan top score,
hantuan kepada wasit, honor

r | pelaksana pertandumm. dan

- | laporan lainnya. Selisih lapo-
‘ran yang diduga tidak benar
|atau anggaran ﬁknhtusehesnr

- Rp152.450.000. (kmb37)

v

2abu @ Joruari 2oxp)
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ba.ru. .I:'T emkah 'ataa aset tersebut?' da
'‘RD 1819-8 “Kalau #d.ak ada; mhﬁ,_

nis. g

m& atangk G
. bagi daerah. Selain itu aset
mg tidak bernilai ekonomi.
aseﬁ un-

- sekolah, pelayanan keaehatan
" dan lainnya. *Aset yang di-
l?]e]ahf Pemkab harus terdata

tegasnya _
__Selasa(m)kemaxm ;

Tabanan seharusnya terdata a

Dikatakannya, meman
seluruh aset milik Pemka

an pendapatan >

d:konﬁnnasx, 4

tmaebut, terma

atau pejabat ang t«erhbat dl
: _ﬁalamnya 8

nuanya hams

Nyanyx,Desa han, Kediri,

sempat me jadi sengketa.

Sejauh inj pthaknya belum

- mengetahul kejelasan per-
(e mmwlaen L¥,

' gemua wapb-
kan. aehspggau aae

% tuk ‘aset ang belum p a-_"
sertifika W

- nya
~§mm

t, maka harlis segera

- diproses agar tldak menim-
‘bulkan pe:

Kemud;én-'
aset itu j g harus

' kasl mana yang termasﬂ.k

ekonomis dan mana
kategori dosial. Untuk set
yang mentiliki nilai eknom
Seperti perkebunan atau
kg.arwn_-l tensinya y
?:QTk‘ifnpgehuggg
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| Dldomma3| Turun “' a
' JTARGET Pendapatan Asli

tercapai. Dari Rp388 miliar leb

Kepala Bapehtbang Ta-

banan Ida Bagus W
Selasa (7!1)kamann
tidak

dominasi penurunan
Daya Tarik Wisata (DTW) yang
miliar.

i angka Rp40
PAD kedua PBB
dan penyum-
ang ketiga berupa pa PHR.
leatakannya, ada berb-

yang menye
penda.patan t.ak mencapm w
untuk retribusi

tor dimaksud sepertl menu

jumlah’
satawan. Jumlah k
wma,tgwan tahun 2019k

pa nung .

1su mmpah. keaehat.an. dan P la sama
itas. "Tapi ingat, U8

tingkat orang “belanja - milia

run.pmkjugatmenumn Ini  bebar

Persen

ﬁ@&”suaﬂ

u \ \dan. Pajak
erah (PAD) Kabupaten Tz mn]zrnﬂm
. ' d&uy:::fa:l monqingv'Pm uqmbdum-

faktqtyanghampzrduaaakm
semua daerah,” ujarnya.
untuk penurunan di
'sek or pajak, lanjut Wirat-
maja, dikarenakan selama !
ini rata-rata hanya 60-70 Rpdo
g wajib Ealak yfns &
membayar kewaji
Ka a memang . ;En m
pajak yang ti
behz?h ada penerapan
atmpun hal-hal yang mende-
wereka untuk msmbayar

Pabu 8 7 Januer: 2020
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Pemanfaatan Aset Pemprov Bali |

/Warga Desa Sumberkima
- Tolak Sistem Sewa

ek

Sinsamia(nalil’).. e

turm-ntemuru.n ek 3

v

ebal elama
sesu_ ,' permmt.aan WAL

Y SIS W) | WO——
Edisi  :{ledon, 3 gewary ww
Hal : 0
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Pejabat DLHK Denpasar Dituntut Setahun

* Terjaring OTT usai Terima Gratifikasi Rp 3 Juta




Sub Bagian Humas & TU BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

(] RADAR BALI [] TRIBUN BALI ] BALI POST [/ NUSA BALI

v

m .
=
gl

Rk, ww{ 2030
u

1]

Hal -




Sub Bagian Humas & TU BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

\é RADAR BALI [] TRIBUN BALI [ [,BALI POST [1NUSA BALI

1 Februari nanti,’ k




Sub Bagian Humas & TU BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

[ RADAR BALI []TRIBUN BALI []BALIPOST [] NUSA BALI
¢ .

Labw ,‘B)_yauuar{ 2020
T




. I
Sengketa Tanah §umber
'm gsﬁ%tnljé Hektare

asetiadigach Al Srsbita thiiin B
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Per-

[V RADAR BALI

]

[] TRIBUN BALI

!

mp .
Pamong Praja dan BPKAD Provinsi

Disebut Tidék Ada

m SENGKETA...
Sambungan dari hal 1

Warga bersikukuh telah me-
nempati lahan tersebut sudah

! tahun.

Kali ini Pemprov Bali pun
kembali bertemu warga Dusun
Sumberpao, Sumberkima, Ger-

Pertemuan dilakukan
dl Kantor Satpol PP Buleleng,
Selasa kemarin (7/1).

Dalam pertemuan yang ber-

langsung selama dua jam lebih

provinsi Bali menge-
luarkan surat peringatan (SP) 111,
agar segera warga mengosong-
kan lahan tersebut.

“Ini sudah jadi temuan BPK,
karena aset tersebut meski
ditempati warga, namun tak
ada hasil sama sekali puluhan
tahun. Sehingga hari ini kami
keluarkan SP 111" papar Kasat-
pol PP Provinsi Bali, I Dewa
Nyoman Rai Dharmadi.

(SP) I dan SP 11, ditujukan ke-
pada warga. Tetapi surat terse-
but tak respons. Boleh warga
menempati lahan tersebut,
namun tetap harus membayar
sewa lahan seluas 1,4 hektare.

“Jika warga tetap bersikukuh
menempali lahan tersebut,

tetap kami ambil tindakan tegas
yakni menggusur’ “‘*'PRY&
Rai menambahkan bahwa
pemprov agar meng nskan
lahan tersebut
lahpenegakanpemnmdamh
terkaitmamlahasetltqtenuang
dalam amanat peraturan daerah
Provinsi Bali No. 7 tahun 2018

aturan yang
menyewa) bagi yang meman-
faatkan lahan/tanah. “Kamiber-
harap setelah pertemqhn warga
mentaati aturan tersebut, namun
apa tawaran warga memberikan
batas waktu selama sebulan un-
wk rembuk kembali terkait aset
tersebut. Kami tetap menunggu,
sembari menunggu kebijakan
Gubenur Bali,’

surat SP l]_l Dleh Pem.rov Ba]i
Warga Sumberpao menolak
untuk mengosongkan lahan
tersebut, Jika dilakukan peng-
gusuran warga tetap bertahan

“di lahan seluas 1,4 hektare.

“Kamimeminta diberikan wak-
tu selama sebulan untuk warga
rembuk kemba]l terkm lahan

m
but. Jika pemprov tetap dengan
menggusur.maka harus mem-

ih yang

Mediam ini sehamsnyn men-
ca:i)alankehm:kqn.kalmin@n
disewakan lahan berapa besaran
sewa yang dlkelguarkan mas-
yarakat, Namun tetap melihat

para petani yang menempati
lahan tersebut,’ ungkap Mulyadi.

Disisi lain, Kepala UPT Penge-
lolaan Barang Milik Daerah dan

AsethwnslBathFrml'hayaka.
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~ luas 1,4 hektare nilai aset bisa.

P dﬂihatdarinﬂnipamamamhdi

lahan itu saja, tetapi semua aset

mﬂlkpanp:wﬂlmudakmai
ketentuan Mahhnﬂ

-aset itu” ucapnya.
Nayaka, warga sebe-

mmynmpatmemhaymem
busi pada tahun 1980-an silam.

Warga yang menempati lahan

tersebut juga sempat mengu-
suﬂ:anpe:md:manmmhaset

namun ditolak pem-
prov. “Sejak itu warga tidak per-

sewanya tetap mengacu pada
Pergub dan Perda Bali sesuai
ldasiﬂkasi. (uli/pit)
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" Kuasa Hukum Curi E
u Lam

‘Ada Keterlibatan Pelal

® Sldang Penggelapa 'Pajak Hotel Hangir

Pengadilan Negerl (PN) Gﬁn)w
Selasa (7/1).

Pihak korban, Ade Chairani N yang
eyl
acaranya berharap mem-
bongkar kasus ini. Sebab diduga, pelakunya
lebih dari satu orang,

Kuasa hukum korban, IGN Wirabudiasa
Jelantik SH, mengatakan, pengadilan harus
membongkar pelaku-pelaku n ini.  rut
Sebab yang menjadi korban 1 hanya  mengalami
uang negara, tetaplju@pemsahaan.

la menduga ada pelaku lain berdqsarkan

. kejanggalan- kejanggatanmsmmpakm_

Satu di antaranya adalah rentang waktu
mamhmdmdtuﬁngmﬁlggelﬂpmpq&

sekitar tiga tahun, dariOktnberZOlﬁsampai
November 2017. '

Padahal dari segi aturan pembayaran pajak,
kata dia, ketika seseorang terlambat memba-
yar pajak selama tiga bulan saja, maka su-
dah diberikan Surat Peringatan (SP1). Namun
dalam kasus ini, pihak Garden baru
diberikan SP1 pada tahun 2018,

“Kami punya resi pajak. Kami selama tiga
tahunddakteﬁma“mgman, dan tahun 2018
| .adaspkatanyakannnunggakpajhk. ujar

Edisi  : Yabn, ® dawver W20
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@ Target PAD Tabéhan' 2019

TABANAN, TRIBUN BALI
. Pemkab Tabanan akan
menggenjot pungutan pa-
jak kepada pedagang yang
memiliki omset Rp 5 juta ke
atas. Sebab di tahun 2019,
13 persen target pendapatan
asli daerah (PAD) dari pajak,
meleset. Penyebabnya. ada
beberapa faktor, seperti tak
optimalnya pungutan pajak
dan pendapatan retribusi di
Daerah Tujuan Wisata (DTW)
yang menurun hingga Rp 40
miliar lebih.

Khusus untuk realisasi pe-
ningkatan pendapatan dari
wajib pajak pedagang, Pem-
kab akan menggandeng pi-
hak desa untuk melakukan
pendataan. :

Selain menarget pedagang,
Pemkab juga akan melaku-
kan penyesuaian Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP). Karena
selama ini belum pernah ada
penyesuaian dalam waktu
kurang lebih tujuh tahun.

Dengan beberapa program
ini, target PAD Rp 450 miliar
di 2020 optimis tercapai. Se-

balilmya.jﬂmPemkabmﬁl'

menerapkan pola yang sama
atau stagnan seperti sebe-
lumnya, target tak akan per-

“Ada beberapa faktor yang -

menyebabkan target PAD
2019 tak tercapai. Salah sa-
tunya adalah penurunan
pendapatan di DTW andal-
an di Tabanan hingga Rp 40
miliar,” kata Kepala Bapelit-
bang Tabanan, Ida Bagus Wi-
ratmaja, Selasa (7/1).
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|

ting- laku sejak lama atau sejak
‘Perda Nomor 23 tahun 2011
' tentang Pajak Restoran dite-
rapkan pada 2011 lalu, Ha-
nya saja, pelaksanaannya
| optimal,” ungkapnya.
- Wiratmaja melanjutkan,
selama ini wajib pajak yang
taat membayar rata-rata 60-
70 persen saja. Hal itu dise-
‘babkan oleh belum adanya
sanksi untuk wajib pajak
| yang telat membayar pajak.

- Namun untuk ke depannya,
~ bagi pengusaha yang mem-
. bandel akan dipasang stiker
bahwa usaha tersebut tidak
dapat-| taat membayar pajak. Kalau
; . stiker dicabut, ada sanksi
" hukum. Karena di stiker di-
lengkapi dengan barcode.

“PAD bukan tujuan, mela-
inkan rutinitas yang harus di-
Jakukan. Bagi saya angka Rp
450 miliar itu tidak masalah,
namun harus ada pola yang
dibangun oleh pemungut, ka-
lau tetap dengan standar yang
_ sama seperti saat ini, ya sama
Il saja,” ucapnya. (mpa)
daetﬁah pelal b asl At | TR S

Ida Bagus Wiratmaja
Kepala Bapelitbang Tabanan

ta ke atas per
v ala kt

Wiratmaja menjelaskan, il
penurunan pendapatan dari
DTW disebabkan turunnya
jumlah kunjungan ke Bali,
khususnya Tabanan kare-
na beberapa da seper-
ti bencana alam. Selain itu,
juga dampak dari isu kese-

Edisi

Hal

« Pard 8 u}aﬂdaﬂ‘ K020
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Semara.pura (Bali Post) - terdiri 348 orang pemilik. Dari

Proses revitalisasi Pasar Sannr?g m tidak kunjun #ik | Blok B sampai HIok F, seluruh
~ persoalan yang perlu diberikan so ﬁé nin. Terlebih, melih h Kepe- ~ kios itu statusnya memang
milikan kios sangat rumit. Hal itu ﬁembuat masalah di san

tuntas. Atas permasa.lahan itu,
rasi, _UKM dan Perdagangan

Ko,

Kepala Dinas Koperan
Wayan Ardiasa mengatakan
ada empat pasar yang dikelola
hngau.ng Pemkab Klungkung
yakni Pasar Mentigi, Pasar
Kusamba, Pasar Galiran ter-
masuk Pasar Semarapura.
Khusus persoalan Pasar

marapura, - men-

gakui belum blsa men ele :

Kids hak il di ‘atad"Hek -

nnhk Ini aalah satu knnc:

pura
itu menjadi terhambat. Dia
mengaku sudah menindak-
lanjuti- persoalan itu dengan
" meminta pendapat hukum
dari kejaksaan. Dia berharap
hal itu bisa menjadi pembuka
penyelesaian persoalan re-
v:tahsm pasar yang sudah

sung ert] aa kendalanya,

aehmgga lembaga dewan bisa

bersama- shma mendorang
herbﬁé'ai langkah solusi un
tuk segera menun
Mengenai langkah ekaekl.mf
meminta pendapat hukum
kepada kejaksaan, politisi
PDI-P ini mengak}; sangat
mendukung.

“Titik persualanny_a adalah

unghugg‘au:g;pengge{':ﬁl pa

u nng &k yang menjadi

il I ﬁ?ﬂ aah kios hak

s o sa ataﬁ tanah
| aset Pemkab KIungku.ng Ini-
frifTe R
emba ngan pe asang.

ldagar dxpa.hamiJ dan bisa di-
umi. Sebab, jika ini terus

dabmﬂmn makp aklg terus

hukum dan 1t)lm_iaksm;n bisa

merlgé]ﬁl M Le l-'- |f[u
wal persoalan ini dan men-
dukung penuh upaya-upaya
erinta;h daorah Namun’

Ryt P
as-
|mmpwa saja. Tetapi
juga di tiga pasar lainnya,

8i Khmg
kung. Blek A sudah sesuai

dengan agar seluruhnya tertata dan
; i [ memberi rasa nyaman kepada
jumlahnya 561 ANg maupun masyara-

| e S
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3 . ALA DESA DI
BALI TERJERAT KORUPSI

® Januari 2014
Kepala Desa Bungamekar Klungku
diduga Korupsi dana Gerbangsadu Rp 449 Juta

e 2015

. Kepala Desa Satra Klungkung Ni Made Ratnadi
Korupsi APBDes Senilai Rp 1,43 Milior

@ September 2018 -
Kepala Desa Baho Mengw Badung | Putu Sentano
diduga Korupsi APBDes Rp 1 Milior

¢ Januari 2019
Kepala Desa Celukan Bowang Grokgok Buleleng
Muhammad Ashari didugu korupsi pembangunhan
Kantor Desa seniloi Rp 194 juta

@ Janvari 2020
Kepala Desa Pemecutan Kaja .

Anggaran Dana Desa di Bali

-2015 GEIFIIIED
- 2014 QEEEITETITID

537.26 Miliar$

N

636

®2019 : 630.189.566.000
#2020 : 657.798.211.000

Medus Korupsi Dans Desa Membuat Peminjoman Dano
Markup Markup Perjolonan Membuat  Pemotongan Desa untuk
proyek fislk Pembelian ATK  Dinas Fiktif proyek Fitif  Dana Desa Kepentingan Pribadi
- L 2 L L4 >

¥ dalam mendorong perbekel
korupsi pemilih yang

pragmatis. . lolakeuangan desa "katanya. nya tidak ada lagi pungutan-| | melakukan pungutan. (ata)

| Ketut Tamtom

Data Indonesia Cor-
ruption Watch menyebut-
kan kini pelaku korupsi
kepala desa meningkat
tukup tajam. Tahun
2015 hingga 2018 saja
di seluruh Indonesia ada
hampir 231 kepala desa
yang terseret korupsi. Se-
mentara Presiden Jokowi
menyodorkan angka yang
lebih besar yakni 900
kades korupsi. Ada geja-
la, meningkatnya jumlah
kades tersangkut korupsi
terjadi sejak alokasi dana
desa yang demikian be-
S4r.

Akademisi FISIP
Unud I Made Anom Wi-
ranata, S.IP., M.A. me-
nyebutkan, secara umum
korupsi terjad: apabila
tak ada kontrol dan pen-
gawasan melekat. Dalam

GRS

PERBEKEL PUN BERANI KORUPSI

KEPALA Desa Pemecutan Kaja, Denpasar, Senin (13/1), ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Pene-
tapan ini menambah daftar kepala desa atau yang di Bali disebut perbekel terjerat kasus korupsi. Sejak tahun
2014 ada lima kepala desa di Bali yang diproses hukum khusus tindak pidana korupsi. Ada gejala kini perbekel

. mulai berani korupsi, tindak pidana yang umumnya dilakukan pejabat yang lebih tinggi jabatannya.

konteks desa, memang
ada lembaga perwakilan
yakni Badan Permusy-
awaratan Desa (BPD)
yang berfungsi sebagai
pengawas. Sayangnya
anggota BPD ini, kata
Anom, lebih banyak
orang-orang dekat kades.
“Warga desa sering tidak
mengetahui siapa wakil
mereka di BPD,” kata
Anom yang baru saja
menyelesaikan program
doktoralnya ini.

Di sisi lain, lanjut
Anom, makin beraninya
perbekel korupsi juga
karena faktor jumlah
alokasi dana desa yang
cukup besar, tetapi pen-
gawasannya sangatlah
lemah.

Hal. 11
Sistem Elektoral

Anom Wiranata
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sat Rp(ﬁﬁ M

szala Bs.pehtbang Ts

maksunal kepada masyara aqlatsn
membu.g hk an. gan UG

Wiratma-

Tabanan (Bali Post)-
- Pemb 5 di

| ma
pascamendapatkan akredx (Kemenkes) “Beaar, ren-
tasi tipe C. Salah satu yang smmyhmtk&n n- saja, karena keterh
akan digarap untuk bisa gun UGD sesuai usulan ke'. ‘anggaran. “Yang di

x:hﬁwmmﬁyMsepra, Kemenkes," u;aﬂnga,ﬂahu ~ hanya ai 83

prima, yakni membangun (14/1) kemarin.
. Unit Gawat Darurat (UGD) Lokasi UGD itu nanti-
_ di tahun 2020. Sumber ang- ~nya kata dr. Wmnu Betat.a

ern nyampaikan
)inas atan mendapat-
kan kucuran dana dari pu-
sebesar Rp65 miliar.
amaitu untuk melanjutkan
mbangum RS Nyitdah.
‘ini jauh lebih ban-

'ylak dibandingkan kucuran
;mu: tahun sebelumnyn

bisa dibang

 garan pendirian UGD terse- _ berada di bagian h g b ang dimaksud
" but berasal dari Dana Alo- iImmung sudah terbangun, UGI 18 Prlm.den Jokowi,
W t DAK

~Meski diakuinya
 kasi Khusus (DAK). Dinas _saat ini di RS Nyitdah su- akan digunakan & husus un- | karena
Kesehatan sendiri mendapat - dah ada Eﬂnmyﬁ.rﬁnnyd “tuk pelayanan amhmgan 1uheur
kucuran dana bantuan pusat _belum memenuhi syaratdan dan kebidanan. Saat ini Bpﬁ& mdmr ung-

1 Rp%mhnhﬂzmshmt-i  kapasitasnya kecil, karena D mslhrt ‘{kapma}a
Wm\lﬂm '

6T gamﬁngumaﬂ- %—w untuk pelay- | ena  DAKitu, kata WMmaja,
“dah itu. Tetapi, sejauh ’kandungan. an. akan digunakan memban-
- masih tahap iehﬁginmje uk gedung UGD yang I n gedung baru meleng-
- men konstruksi., mmmw ‘dibangun mm api gedung yang sudah
Mn r&a ‘Selain bantuan dari

- Direktur UET nuﬂh :\demd ‘amun,

Sahimhly:tda'h. dr, Nyoman ' anggaran Rp35 miliar yang - ‘manajemen te d‘b
. Wisma Berata, mengatakan di hﬁmmm‘si‘h&udah‘mm&haﬂ anya
)kammwhibenukhuhunn u thw&bammm sudah ada proses 'me

2020 untuk di RS Nyitdah rpewjdihn gedung saja, tender dan ada enang . di RS Niyiﬂhh, Jeinngga
~ itu dibangun UGD untuk = peralatan penunjang. manajemen konstruksi,” ' mampu ‘memberikan pelay-
bisa memberikan layanan Damm gedung hpra dan harapnya ‘anan maksimal. (kmb28)

Ma&-
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akan lebih efektif dalam peng-

gunaananggaran APBD untuk o ¢ an

_E:mbayamn_BP]_SKmhatan" S€ U pulal ISKin  d.
ta Wakil Bupati Badung  menurun. Karena itulah

I Ketut Suiasa didampingi Kkita inginkan dana APBD ini

Kepala Badan Perencanaan agar efektif sesuai dengan

Bantuan

i
! o

=t

e
o Lk

WAKIL Bupati Badung | Ketut Suiasa memimpin rapat membahas validasi data
iuran (PBI) BPJS Kesehatan, di Puspem Badung, Selasa ( 14/1).

MANGUPURA, NusaBali langkah validasi data PBI BPJS Sebelun; ngeksekusi

Pemerintah Kabupaten Kesehatan ini untuk menda- pembayaran pa Februari
Badung melakukan validasi patkan data pasti yang nanti - 2020 nanti, Wabup Suiasa |
data penerima bantuan iuran rdampak angsung pada menginginks dat;;rangpasm
(PBI) BPJS Kesehatan. Validasi kepastian anggaran dalam dan valid, k itu semua
datahﬂdihrgetmpungawjr APBD. Diakui data PBI BPJS . perangkat| daer i
Januari 2020, sehingga Badung yang tercatat 256 ribu jiwa diajak
benar-benar memiliki data lebih belum rasional diband- |
akurat terkait kepesertaan xan jumlah penduduk '
penduduk Badung di BPJS yang me %
Kesehatan. .

“Dengan data yang valid, .'

Pembangunan Daerah (Bap- . Seh- kit dapat maliha

peda) Badung | Made Wira ingga dana-dana ini'berapa  dan itulah ya g nanti kita |

1 RADAR BALI [] TRIBUN BALI [ BALIPOST B/NUSA BALI

Dharmajaya di Puspem sebenarnya yang layak dan = bicarakan de gan BPJS un- |
Badung, Selasa (14/1). patut kita anggarkan,” je- tuk penganggarannya lebih
Wabup Suiasa mengatakan lasnya. - lanjut,” tan ypjﬁmsa Hy
= = - JEESNTITNE - VLIS | | end _: 3 .I _
e
|
Edisi @ Rabu 5 ganuar, 2020
P&

I Hal
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v Peserta KIS Di-"cover” 100 Persen

Dewan Rekomendasikan Perubahan
Pembzly_qran PBI Daerah

Singaraja (Bali Post) - ' I i
Persoalan akibat dicabatnyﬂ“ 691 w. kurang mampu pemb

Indonesia Sehat (KIS) akhimyatuﬁiqaa@ Seluruh peserta KIS tetap ditangq

gung sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah (APBD) aamnan 7 bul

| tahun ini. Bupati Buleleng diminta melakukan perubahan (addend

jian kerja sama (PKS) dengan Badan Pelak;uma Jaminan Sosial (BP S) g::jkai
pembayaran iuran PBI daerah.

' Demikian diputuskandalam Masalah anggaran Sekda Buleleq;g, I): Dew.
rapat koordinasi (rakor) Badan  kita carikan jalan ki ya,” Ketut Puspaka, mengatakan
An%nm ), KomisilV  katanya ' untuk memenuhi kekurangan
DPRD dan Pemkab di gedung DPRD menyepaknh mener- iuran PBI untuk tiga
dewan, Senin (6/1) kemarin. bitkan rekomendasi kepada bulan nanti, dalam lima L‘rulanl
Rakor dipimpin Ketua Bang-. Bupati PutuAgus Suradnyana. ke depan pemerintah melaku
gar Gede Supnatna didam- isiran alokasi :i

Ketua Ketut Susila B
pm%m dan Gede Suradnya.
Sementara dari Pemkab hadir !
Sekda Buleleng Ir. Dewa Ketut
Puspaka, M.P. Rakor ini secara
khusus mendapat atensi ang

WMB(DPRDB&P!M
Mangku
Ketua Banggar Gede Su-

priatna mengatakan, gejolak

yang belakangan muncul di

masyarakat menjadi pengala- ' if furan.
man yang tidak boleh terulang BZPJS Deng:m 1 itu,
untuk kedua kalinya. Dia pun pihaknya memastikan tidak
menyebut tidak adaalasanbagi  ada kepesertaan. KIS yang
pemerintah tidak memberikan  dicabut. Sementara karena

jaminan kesehatan kepada
warga miskin. Sebab, masalah
kesehatan dan pendldﬂqa

adalah hak dasar yang wajib
dipenuhi oleh pemerintah dae-
rah. “Jaminan kesehatan ini
adalah kebutuhan masyarakat
danjanganlagllntamemheham

hebnnkmaikanﬁmm
anggaran yang  dipasang
dalamAPBD itu hhnyncukup
sampai 7 bulan di tahun ini.
tiga bulan lagi, pemerintah ber-

sama DPRD telah menyepakati
untuk melakukan pany;;":‘;n

sumber
dxbahas

masyarakat. Jangan sam
masyarakat sakit karena uﬂ
bisa berobat ke _rumah_sgkxt

ang akan
peruba

Perangkat Daerah. Program
yang tidak urgen dipastikan
anggarannya akan dievaluasi.
Bahkan, Puspaka mengisyarat-
kan kalau ke depan akan ada
rasionalisasi anggaran, salah
satunya dana perjalanan dinas.
'~ Sementara itu, anggota
Komisi IV DPRD Bali, Putu
Mangku Mertayasa, men- ;
gatakan persoalan kekurangan  dengan pengalihan

iuran PBI daerah ini  untuk yang .
harus disikapi dengan serius, rnya bisa dmomnrduakan,
_karena menyanﬁut peme.nu . ) .

Edisi :5cdasa, 7 Jouati 2090

Hll /6]
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Pembbasen LahanShout Tik 78 dan 81
12 Bidang Lahan Senilai
Rp 5,963 Miliar Terpaksa
Diproses di PN Singaraja

SINGARAJA, NusaBali

- Proses pembebasan lahan

Shortcut Titik 7-8 dan

9-10 di Jalur Denpasar-
i masi

Sekretaris Panitia thg:d_un Lahan
Shorteut, Ngurah Mahartha Kertha.

[?; Besambung ke o 15Kl 1

12 Bidang Lahan Senilai Rp

‘Panitia Pengadaan lahan
saat ini masih minta petunjuk
ke Kanwil Badan Pertanahan
ovinsi Bali dan mohon legal
opinion kepada Kejaksaan
Negeri (Kejari) Singaraja ter-
kait permasalahar kelengka-

pan bukti kepemilikan lahan
Shortcut Titik 7-8 da ]ﬁk

9-10, yang berlokasi di tiga
&b’, a yaet&%ﬁ%kawasanm
camatan Sukasada, Buleleng:
Desa W ri-Desa Pegaya-
man-Desa Gitgit . e
Data terakhir yang di-
himpun NusaBali di Badan
Pertanahan Negara (BPN)
Buleleng, Senin (6/1), dari
299 bidang lahan yang di-
bebaskan, baru 169 bidang
yang dapat diproses pem-
bayaran ganti ruginya. Se-
dangkan sisanya, 130 bidang
lahan belum dapat diproses,
karena beberapa kendala,
seperti keberatan pemilik
atas nilai ganti rugi dan
bukti hak kepemilikan be-
lum lengkap.
Pemilik tanah yang ke-
beratan mencapai 12 bidang
lahan, dengan nilai ganti rugi

_ jaminan di bank. Sel

ditak'sil"jg sebesar Rp|5,963
miliar. Karena masih ber-
masalah, 12 bidang
ini ganti ruginya dip
di PN Singaraja. Sedan
118 bidang lahan mas
masalah, karena bukt
kepemilikan hak belun
kap. : !

(18]

bukti kepemilikan sep:
sertifikat yang masih Bﬂiiﬂdi
tu,
ada juga pemilik lahan yang
tidak mampu menun
bukti akta jual beli atas
Bukan hanya itu, kelen
silsilah juga menjadi
karena pelepasan hak harus
dilengkapi tandatangan selu-
ruh keluarga. Dalam hal ini,
ada salah satu keluarga tidak
tinggal di Bali. |
Sekretaris Pengadaan Lah-
an Shortcut Titik 7-8 dan Titik
9-10, Ngurah Mahartha Ker-
tha, mengatakan untuk pe-
milik lahan yang keberatan,
proses pembayaran ganti ru-
ginya nanti lewat konsinyasi
(penitipan) di PN Singaraja.

R D S BB R AR A Y

BT R

I

| — Lg

Slloce 7 Jouunri 2020)

I

5@3 MiIiarTg pjksa\[}iproses"_

Menurut Ngurah Mahartha,
ada 12 bidang lahan yang
kemungkinan proseés pem-

s bayaran nilai ganti ruginya

melalui PN Singaraja..

Dari 12 bidang laha
kata dia, 3 bidang yang
resmi mengajukan keberatan
ke PN Singaraja. Sedangkan 7

bidang lahan lagi meno
gati rugi, hamun tids
gajukan keberatan. Sisanya, 3
bidang lahan lagi terkendala
karena bukti kepemil k

masih menjadi jaminan di
bank. B

“Namun, apa pun it
ini tidak bisa diprases.,
hingga proses pembal
ganti ruginya nanti lews
Singaraja. Jadi, ka
dulu dengan yang setuj
nilai ganti rugi lahani Me reka
tin melengkapi bukt
milikan lahan saja,
Ngurah Mahartha saat dikon-
firmasi NusaBali di Singaraja,

Senin kemarin. :
Menurut Ngurah Mahar
terhadap persoalan kelengka-
pan bukti kepemilikan lahan,

pihaknya masih meminta pe-
tunjuk ke Kanwil Badan Per-
tanahan Provinsi Bal' di i.ren-
|
Al i

‘hon legal opinion ke Kejari

- spirasi penggelapan pajak

~ minta _ :
‘mohon legal opinion ke kejak-

pasar. Selain itu, juga memo-

S ja. Pasalnya, ditemukan
ada beberapa kasus peralihan
hak yang terjadi tahun 2013,
justru tidak dilengkapi dengan
aqu}qalbeli. Den
anya akta jual beli itu, berarti
kewajiban membayar pajak
tidak terpenuhi.

“Kalau kami validasi ini,
kami khawatir dituduh kon-

PHTB. Jadi, ada persoalan
huktim di situ. Makanya, kami
petunjuk ke atasan dan

an. Langkah ini agar semuan-
bisa berjalan lancar,” tandas
Ngurah Mahartha. ;
Sekadar dicatat, luas lahan
yang dibebaskan untuk pro rek
Shoz'tmt Titik 7-8 dan #tlk
9-10 mencapai 22 hektare, ter- |
bagi dalam 299 bidang tanah.
Rinciannya, 175 bidang tanah
sa Pegayaman (sisi ten-
,115 bidang tanah di Desa
rgit (sisi utara), dan 9 bidang
tanah di Desa Wanagiri (sisi
selatan). Pemprov Bali meng-
alokasikan dana sebesar Rp
190 miliar untuk pembebasan
Iﬂhin shortcut ini. & k19

A
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merintah Kabupaten
rapkan bus sekolah

sébéupaya k

n  Mudah-mu dah;nbisa. harapnya trans;

~ Wacana bus sekolah gratis di yakni
Badung telah muncul sejak be- p :
berapatahtm . Wacana ini s

mwlkau..ta belum masuk dalam ~ k v :
- anggaran p pada tahun ini,’ kata Yuda pela
 Darma, Minggu (5/1).

Edisi : Staso, 7 Januad %%W
Hal » 2 :ﬂ
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BUMDES

Di Buleleng 12 Desa
Belum Punya

SINGARAJA, Radar Bali - Sebanyak 12 desa
di wilayah Buleleng hingga kini belum memiliki
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bule-
leng pun mengancam akan mencabut insentif
modal usaha bagi desa-desa yang tak kunjung
membentuk BUMDes,

Sebenarnya seluruh desa di Buleleng sudah
diberikan batas waktu membentuk BUMDes,
paling lambat pada 31 Desember 2019. Pem-
bentukan itu harus didasarkan pada Peraturan
Desa (Perdes). Sementara susunan personalia
pengurus BUMDes, harus dituangkan dalam
Surat Keputusan (SK) perbekel.

Sayangnya, hingga kini ada 12 desa yang belum
membentuk BUMDes. Diantaranya Banyupoh,
Bubunan, Umajero, Pelapuan, Gunungsari, Ges-
ing, Kaliasem, Kedis, Silangjana, Suwug, Banjar
Tegeha, dan Gitgit =

» Baca Di Buleleng... Hal 7
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M Pemilik Lahan yang
Terdampak Proyek
~_Shortcut 7-10

M Tanpa AJB, Tak Bisa
Divalidasi Pertanahan

SINGARAJA, Radar Bali - Se-
jumlah pemilih lahan yang ter-
dampak proyek pembangunan ruas
jalan shortcut 7-10 secara resmi
mengajukan keberatan pada Tim
Pembebasan Lahan. Rencananya
keberatan itu akan diteruskan
pada Pengadilan Negeri Singaraja,
sehingga dapat dilakukan proses
konsinyasi pembayaran.

Dalam proses pembebasan lahan

jalan shortcut titk 7-10, tercatat ada
299 bidang yang terdampak. Seban-
yak 169 bidang telah menyatakan
kata sepakat menerima ganti rugi.
Selain itu, ada 19 bidang yang akan
diselesaikan lewat konsinyasi di pen-
gadilan. Sementara 111 lainnya, ma-
sih melengkapi dokumen penunjang.
Ngurah Mahartha mengatakan, cuk-
up banyak warga yang belum bisa
melengkapi dokumennya. Misalnya
sertifikat yang kini tengah disimpan
di luar Bali. Selain itu ada sejumlah
proses jual beli yang tidak tercatat di
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Contohnya, tanah yang melalui
proses jual beli pada tahun 2013 lalu.
tanah itu belum dibuatkan

Akta Jual Beli (AJB) di PPAT. Entah itu

di notaris maupun di camat. Tanah

kami bisa terindikasi konspirasi. Ng-

Edisi

Sesuai undang-undang,
segala jual beli tanah yang
terjadi di atas tahun 1997
itu harus ada akta jual
beli di PPAT. Kalau tanah

* yang tidak ada akta jual
beli kemudian divalidasi,
kami bisa terindikasi
konspirasi. Nggak main-
main, kami bisa kena
penggelapan pajak penjual,
pajak pembeli, dan BPHTB.”

NGURAH MAHARTHA
Sekretaris Tim Pembebasan Lahan

PPAT. Kalau tanah yang tidak ada
akta jual beli kemudian divalidasi,

gak main-main, kami bisa kena
penggelapan pajak penjual, pajak
pembeli, dan BPHTB (Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan),”
kata Mahartha saat ditemui di ruang
kerjanya kemarin (6/1).

Terhadap permasalahan itu, Ma-
hartha menyebut pihaknya masih
meminta pertimbangan ke sejumlah
pihak. Di antaranya pada Kantor
Wilayah Pertanahan Bali, Kejaksaan
Negeri Buleleng, bahkan tak menutup
kemungkinan meminta penetapan
pengadilan. “Masyarakat kan seka-
rang posisinya terjepit. Tanah mereka
kena jalur, dan itu harus dapat ganti
rugi. Kami coba minta legal opin-
ion (Persoalan AJB), biar masalah ini
tidak buntu,” tegasnya.

LebihlaniutMalmrﬂlamengmkan,

: 6

: Seosn, 7 Januatdt

. si oleh Kaxm:r Pel‘tanahan.

segala jual

m.m}x :vraurfterja di atas tahun

ta ]ual beli di
ada 1¢ tanah yang akan diba-
men:Ig ui proses konsinyasi di
ng:?dilan Negeri Singaraja. Total
biaya;yangakan dititipkan di penga-

encapai Rp miliar.

N si diambil karena
sejumlah . Diantaran-
ya 7 pem 1 tidak hadir saat
musya ganti rugi, 2 pemilik
tanah tnyﬁ tengah menjadi

keberatan.

rga yang mehgajukan keber-

}tu pun cukup beragam ala-

sannya. Ada yang menganggap
a dita tidak layak,
ganti rugi imaterial tidak

dip' kemg!anhna-




TABANAN, Radar Bali - Pansus
VI Pendapatan Daerah dan Aset
DPRD Tabanan akan menelusuri
aset milik Pemkab Tabanan yang
bermasalah. Disamping itu juga
akan dilakukan pendataan aset
yang berpotensi terhadap pening-
katan pendapatan daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus
VI Pendapatan Daerah dan Aset
DPRD Tabanan, [ Nyoman Amawa
seusai menggelar rapat pansus
di Kantor DPRD Tabanan, Senin
(6/1). Menurumya pansus VI harus
memiliki tindakan konkrit dalam
meningkatkan pendapatan dan aset
daerah. “Maka dariitu ditengah kes-
ibukan, kamni gelar rapatsupayaada
tindakan konkrituntuk capaian kita
bekerja, jadi bagaimana kita bisa
meningkatkan kinerja,” tegasnya.

Dewan yang akrab disapa Komet
ini menuturkan, pihaknya akan
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mencari kebocoran pendapatan
serta memperbaiki apabila ada
kekeliruan dalam upaya pening-
katan pendapatan tersebut. Selain
itu yang menjadi perhatian lebih
adalah pihaknya akan melakukan
pendataan terhadap aset milik
daerah. “Berapa yang sudah ber-
sertifikat, berapa yang belum,
serta yang mana saja aset yang
menghasilkan dan mana yang
aset yang tidak produkdif, itu nant
akan kita minta datanya kepada
OPD terkait,’ imbuhnya.
Disamping itu, pansus ini juga
akan meminta data aset-aset
daerah yang bermasalah, seperti
halnya beberapa tahun lalu ada
saling klaim lahan di pinggir Pantai
Nyanyi antara Pemkab Tabanan
dengan oknum. Juga ada saling
klaim lahan antara Pemkab Ta-
banan dengan Desa Adat di Tun-

i
i

Y

|

Pansus Telusuri Aset Daerah yang Bermasalah

juk. “Aset-aset yang bermasalah itu
akan kami selesaikan,” tukasnya.
Sementara itu, aset-aset daerah
yang sudah menghasilkan dalam
arti disewakan atau dikontrakkan,
pihaknya juga akan mengkaji kem-
bali terhadap nilai kontraknya. “Itu
akan dikroscek, apa nilai kontrak-
nya sudah sesuai dengan kondisi
saat ini, jangan sampai nilainya
kontraknya masih sama seperti
tahun-tahun sebelumnya, kalauitu
sampai terjadi patut dicurigai ada
oknum yang main dibelakang, jadi

itu perlu dikaji,’ tuturnya.

Wakil Ketua Pansus VI, [ Putu Eka
Putra Nurcahyadi menambahkan,
berdasarkan data yarlg diperoleh
terdapat 722 asetdaerah yang sudah
disertifikatkan. Maka dari itu pan-
sus VI akan mernastikan agar tidak
ada asetyang hilang sehingga harus
dikelola dengan optimal. (zul/dot)

G LR R ] T TR | TARRARIA A B ARARRAR

Schsa, 7 Janeatt 6% |



Masalah penonaktifan
Kartu Indonesia

Sehat (KIS) terutama
bagi para Penerima
Bantuan luran (PBI)
daerah, akan segera

merekomendasikan
pada pemerintah agar

‘kembali. Sayangnya
belum jelas kapan kartu-

kartu nonakdtif itu bisa
digunakan lagi.

Bali, Singaraja

KEPUTUSAN itu diambil
dalam rapat antara Badan
Anggaran DPRD Buleleng,

NASIB RAKYAT: Baik

ya, biar nanti kita bahas ma-
salah ini. Jangan lagi bebani
masyarakat yang sedang sakit
dengan masalah ini,” kata
-| Ketua DPRD Buleleng Gede
Supriatna.

Sementara itu, Sekkab Bule-
leng Dewa Ketut Puspaka men-

 tuntas. DPRD Buleleng

seluruh kartu yang

EKA PRASETYA, Radar

Komisi IV DPRD Buleleng,

PBI ribuan warga Buleleng knmball

]

-clan Pemkab Buleleng. Rapat
yang dipimpin Ketua DPRD
Buleleng Gede Su iatna itu,

Senin (6/1) pad
Sekkab Buleleng D
Puspaka bersama sejumlah
kepala dinas, sert
Komisi IV DPRD Bali Putu

ManglmMertayasa |
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——— Rapat Eksekutif-Legislatif Pasca Penonaktifan KIS-PBI Ribuan Warga di Buleleng

Segera Dlaknﬂ(an tapi Anggal an Pe

mkab hanya Cukup Tujuh Bulan

seperu?ansldniheﬂaﬂi-
Dari 317.244 qrsng wargq
Buleleng yé _ g memega

ya DUTUS :1'_:‘-
tetap mempay
pada317.

KIS-PBI sepe penerima
2019 lalu. Kon kuensin a,
iuran yang bisa dibayarlmn
hanya cukup uh bu

kita carikan solusi di

ini kebutuhan dasar. Harus
dipenuhi. Sudah mutlak itu.

. ran perubahan. zKeSJhatan |

Masalah kekurangan uangn- |

besar Rp 25.500 per orang per
bulan, anggaran sebesar itu
sudah cukup untuk mencakup

}umla.q pen,erima
KIS-PBI. Evaluasi kppesertaan
itu mencakup KIS-
PBI yang menin gal dunia,

pindah domisili, maupun yang
tak tercantum dala data
masyarakat miskin.

Terhadap reko i dari
DPRD Buleleng, Puspaka
mengatakan pem 1akan
segera membahasnya. Se-
bab rekomendasi dewan itu
menimbulkan dampak yang
cukup serius. Pem  ha-
rus mengalokasikan
tambahan sebesar Rp Ez 89
miliar untuk yar iur
di 5 bulan tersisa.

Dari alokasi terse-

but, dibutuhkan k|

: mitmen
bersama antara rov Bali
dan Pemkab Bule Sebab

' selama ini alokasi furan BPJS
dianggarkan bersama-sama
| anm:a provinsi dengan kabu-
aten. “Kalau alokasi dari ka-
Lipaten saja itu sekitar Rp 30,8
1 miliar, sisanya dari provinsi. Ini
tu harus diambil solusinya.
bukan uang kecil. Nanti
Ialfan dibahas secara simul-
‘tan dimana cari sisanya. Mu-
dah-mudahan ada tambahan
penghasilan lagi, sehingga bisa
dialokasikan untuk menyele-
Isalkan ini," kata Puspaka.
saja, Puspaka belum
t memastikan kapan kar-
-kartu nonaktif itu dapat
p;sunahn kembali. Puspaka
‘menyebut akan melaporkan
hal tersebut pada Bupati Bule-
eng Putu Agus Suradnyana.
mendapat persetujuan,
pemerintah melakukan

atangani pada 1 Januar
20 lalu. (*/gup)
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Tambahan Anggaran
Disetujui, Tapi Dipotong

NEGARA, Radar Bali - Permohonan anggaran yang
disetujui untuk ditambah. Namun nilai yang disetujui
tidak sesuai pengajuan tambahan awal, hanya disetujui
separuhnya. Anggaran tersebut untuk honor jajaran

gawas ad hoc di tingkat Kecamatan. Ketua Bawaslu
Jembrana Pande Made Ady Mulyawan mengatakan,
permohonan anggaran tambahan untuk tahapan Pilka-
da Jembrana sebc..nnya sebesar Rp 474 juta. Karena
pemerintah kabupaten meminta rasionalisasi, kemudian
dikurangi menjadi Rp 280 juta. Realisasinya diberikan
sebesar Rp 227 juta. “Tambahan anggaran tersebut kami
rasa sudah cukup untuk menambah kekurangan anggaran
sebelumnya,” jelasnya. _-
pada pemerintah kabupaten Jembrana iersebut untuk
tambahan kekurangan honor panitia ad hoc. Pasalnya,
pembentukan panitia pengawas tingkat kecamatan leb-
ih lama dari anggaran sebelumnya, jadi membutuhkan
anggaran tambahan. Sebelumnya Bawaslu Jembrana
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4,3 miliar untuk
kegiatan pengawasan Pilkada Jembrana. Anggaran terse-
but merupakan anggaran terkecil dibandingkan dengan
kabupaten lain. “Dengan anggaran yang kecil ini, kami
akan maksimalkan pengawasan," tegasnya. (bas/rid)

S R

b5 \m o
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49 Ribu Warga Mlskm Tabanan

Dicoret dari PBLKesehatan

® Pemprov Hanya Mampu Gelontor Rp 18 Miliar

TABANAN, TRIBUN BALI - Komisi [V,
DPRD Tabanan akhirnya menggelar ra-
pat dengan Dinas Kesehatan, Dinas So-
sial dan BPJS Kesehatan membahas tak
tercovernya 49 ribu warga miskin PBI
(Penerima Bantuan luran) sejak juran
BPJS Kesehatan untuk kelas Il naik
menjadi Rp 42 ribu, Pemkab Tabanan
kekurangan anggaran, hingga harus
menonaktifkan kepesertaan BPJS Kese-
hatan 49 ribu warganya.

Rapat digelar di Ruang Rapat Utama
DPRD Tabanan, Senin (6/1). Dalam
pertemuan tersebut terungkap, Pemkab
kekurangan anggaran, Total sharing

ran antara Pemkab dan Pemprov
Bali hanya sekitar Rp 36 miliar. Akibat-
nya, yang dapat dicover hanya sebanyak
73.324 jiwa dari total anggota PBI seba-
nyak 122.388 jiwa. Sedangkan, 49.064
jiwa terpaksa dinonaktifkan. Karena
untuk m keseluruhan, memer-
lukan anggaran Rp 61,6 miliar. Artinya
masih kekurangan anggaran Rp 24 mi-
liar lebih.

“Sesuai Perpres terkait kenaikan pre-
mi BPJS ini, berimbas ke masalah ang-
garan. Dan setelah koordinasi dengan
pihak Pemprov, hanya bisa membiayai
senilai Rp 18 miliar dari yang seharus-
nya Rp 31 miliar. Sharing dananya 51
persen (Pemprov) dan 49 persen (Pem-
kab) ada total Rp 36 miliar,” kata Kadls
Sosial Tabanan, I Nyoman Gede Guna-
wan seusai rapat.

"Kalau dulu, kata dia, dengan anggar-
an Rp 33 miliar lebih sudah bisa meng-
cover seluruh peserta sebanyak 122.388
jiwa. Sementara sekarang, dengan ang-
garan Rp 36 miliar hanya bisa mengco-
ver 73 ribu jiwa PBI. Sisanya terpaksa
dinonaktifkan.

Menurut Gunawan, penonaktifan
PBI dengan cara melihat keseringan

pemegang KIS menggunakan layanan.

Dari penelusuran data, ternyata seba-

nyak 49 ribu jiwa tidak aktif karena

tak pernah m nggunakan pelayanan.
mulal 1 Januari

“Sesuai kesepakatan, pemegang KIS
yang selama ini mempergunakan pe-
layanan kesehatan dianggap aktif (73
ribu). Sementara yang tidak pernah
mempergunakan pelayanan kesehat-
an, tidak kelihatan saat pengecekan,
sehingga itulah yang kita non-aktifkan
dan ketemu jumlah 49 ribu,” jelasnya.

Namun setelah data 73 ribu jiwa itu
diserahkan ke pihak BPJS Kesehatan,
ada yang dikembalikan sebanyak 800
jiwa. Karenanya, dari 49 ribu yang df-
nonaktifkan, ada peluang masuk untuk
menutup data 800 orang yang dikem-
balikan BPJS. Data tersebut paling lam-

datang. l _

"800 ¢rang ity dikembalikan karena
kemun; vang sudah dinonak-
tif, m u beralih ke mandiri.
Jadi lagi oleh BPJS. Dan

setelah ini akan kami lakukan pendata-

""“‘“,i‘;.ifm'

pada APBD

dengan BPJS se-
dulu. Sela-
ma beberapa bulan masyarakat yang
dinonaktifkan tersebut terpaksa tak lagi
ditanggung,” ucapnya. (mpa)
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134.000 PBI Kesehatan Diaktifkan

B Gubernur Tambah Dana Rp 5 M ke Buleleng W 317.244 Warga Miskin Tercover Sampal Juli

Ketua DPRD Buleleng,
Gede Supriatna mengatakan,

sudah merekomen-
dasikan kepada bupati agar

ma tujuh bulan. Untuk Agus-
tus sampai Desember, sebut
Supriatna, nanti didiskusi-

"SINGARAJA, TRIBUN kab untuk membeﬂkan ban- bisa memberikan| bantuan provinsi. Kami masih memi="
BALI - Kabar gembira bagi tuan jaminan kesehatan bagi jaminan kesehatan kepada dimana lagi mencari
maaxmkat kurang mampu, it kurang mampu  317.244PBl.  Rp 30 miliar itu, karena itu
yang bantuan jaminan kese- d n jumlah yang sangat besar.
hatannya sempat dinonaktif- Kami masih punya waktu
kan oleh Pemkab Buleleng. g lima bulan untuk memi-
mengaktifkan kemba- Pemkab Buleleng. Juli 2020, Sementa.ra untuk g '
li 134 ribu peserta kurang total anggaran yang kini di- Agtmtussampaibps(ember kembali 134
l;n:mpu yangjamjn:;ﬁ %Pﬂ;kgtbmwhmm- masih kekurangan anggar- P{BI itu dilakukan sece-
tannya sempat dino; bantuan jaminan ) pa Puspaka mengaku
tifkan. kesehatan bagi masyarakat sud aylr meminta Asisten |
Keputusan ini merupakan kurang mampu sebew Rp merancang perubahan (ad-
hasil rapat yang digelar oleh dendum) perjanjian dengan
Komisi IV DPRD Buleleng Setelah dihitung, anggar BPJS Kesehatan dari yang
bersama’l!mﬂnggaranPe- anteraelmtdapat  dirancang untuk 12
tah Daerah (TPAD) Bu- kembali 134 ribu Puierlm n menjadi hanya tujuh
leleng, Senin (6/1). Bantuan Iuran (PBI) kesehat- ali, | ami di bulan “Kalau sudah sele-
Seusai rapat, Ketua TPAD an yang sebelumnya sempat = Pemkab Buleleng itu perlu sal rancangan, laporkan ke
Buleleng Dewa Ketut Puspa-  dinonaktifkan. Dengan ang- menyediakan anggaran lagi Bupati lalu tinggal manggil
ka mengatakan, sebelumnya famn sebesar Rp 97 miliar  Rp 30 miliar sementara si- BPJS. Secepatnya lah diak-
Wmdﬁuﬂhl‘m— Bulelen Rpazziﬂlari?xdqn tiflan lagi." terangnya.

134 ribu PBI yang sempat
dinonaktifkan diaktifkan

STy T

Hapus Festlval d| Kecamatan

ANGGOTA Komisi IV DPRD Bali, Puty Mang- kecamatan. Kemudian r%glasingd :
juga harus mengeluarkan juta untuk par-

ku Mertayasa yang turut hadir dalam rapat di
DPRD Buleleng, menyebutkan, kesehatan dan tisipasi di kecamatan. Dana-dana itu sebenar- |

kan lagi,

enenmkandari
mana; Masa

pendidikan merupakan kebutuhan dasar. Ber- nya bisa digunakan untuk utupl kebutu an
kaca dari persoalan ini, Mangku Mertayasa me-| ‘masyarakat di Buleleng,” u :
nyarankan kepada Pemkab Buleleng untuk Selain itu, Mangku memi

kepada Dinas Sosial Buleiensagr melakukan |

validasi data. Sehingga bantuan jaminan
~ hatan ini lebih tepat sasaran, dan hanya -
kan bagi masyarakat miskin. “Kami akan Ia:Fm

menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak “ber-
manfaat” di Buleleng. Salah satunya adalah fes-
tival di-masing-masing kecamatan.

“Kalau dilihat jumlah dana yang dihabiskan
untuk satu festival cukup besar. Masing-masing
kecamatan itu menghabiskan Rp 350 juta per |

kan ke Gubernur menyangkut kebutuhan da |
lagi Rp 32 miliar itu,” u.ltupqya (rh{) !

E- L BIE .
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" Diresmilkan Desember 2019,

~ Jebol Januarl 2020

DENPASAR, nﬁm“w

mikan. Taman Lansia atau
Taman Lila Ulangun di kawa-
san DAM Oongan sudah jebol.
Pantauan Tribun Balikemarin,
taman yang diresmikan 16
Dmhermlghﬂjebdpada
smderansisl

‘Panjang jebol selﬂtar tiga
meter. Materialnya tergerus

Warga yang duduk di ga-
zebo taman, Wayan Kerta
mengatakan, senderan ini
sudah lama jebol. Namun
sampai saat ini belum ada
tindak lanjut dari Pemkot
‘Denpasar yang dalam hal ini
Dinas PUPR Kota Denpasar.

Kerta pun menyesalkan
jebolnya senderan ini yang
tak kunjung diperbaiki dan
seakan tak diperhatikan. “Ini
sudah lama jebolnya. Harus-
nya kan segem dilakukan
perbaikan,” katanya Senin

(9/3).

Sedangkan Kepala Dinas
PUPR Kota Denpasar, 1 Nyo-
man Ngurah Jimmy Sidarta
mengatakan, senderan ini
telah jebol Januari 2020. Ini
dlsebabhan kondist atr deras

jutkan

an. "Pusaran air juga memang
berpusat tepat di tempat jebol-
nya tersebut," katanya.
Jimmy menambahkan,
proyek penataan ini masih
merupakan tanggung jawab
rekanan dengan

kajan untuk memperkuat
senderan agar tidak kembali
tergerus. Setelah dilakukan
pengkajian baru akan dilan-
membuat case
dam," katanya.

Untuk diketahui, penataan
taman yang berada di Jalan
Noja Saraswati, Kelurahan
Tonja, Kecamatan Denpasar
Utara ini dﬂaksanakan di

TRIBUN BALIAI H.ITI,I

JEBOL - Kondisi Taman Lansia Tukad Oongan, Senin|(9/3).
Senderan taman ini jebol sejak bulan Januai 2020.

Jimmy mengklalm lka-
rena tempatnya yang fau
dari pusat kota akan |
bawa ketenangan b
ngunjung. Penataan }
dimulai sejak 9 Juli
lalu, telah rampung dikelja-
kan pada 5 Desember

- lalu. (sup) T

\|""E“£|_i},_i“

| Hal

— - “&q&'_'@z—a“\‘
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Perbekel Pemecutz an
Ditahan Kejaksaz

% Dugaan Korqﬁ& Pungutan Desa Ap 1 | Juta

1 Kaja

DENPASAR, NusaBali Di awal kepémimp nan Arr

Kejaksaan Negeri (Kejari) Den-  watha pada 2010-2016, pungutz

pasar langsung melakukan pena-  ini dimasukkan ke kas desa dan

hanan terhadap Perbekel Desa dijabarkan ke APB Des. Namu

e Pemecutan Kaja, Den Utara, dimasa kedua } e pem mpina'
AANgurah Arwatha, 48, pasca dil- nyayaltumlﬂal ang

impahkan dari Polresta Denpasar,

Senin (13/1). Perbekel dua peri- gar
ode (2010-2016 dan 16-2022}

ini wrjemt kasus d korupsi

pungutan 190juta.  uai APBDes. < A
Awaln ya, Perbek A : hasil pungu

datang ke Kejari D: isar di- ut langs
kawal sekitar 5 pe dlk dari Arwatha
Unit Tipikor Sat Reskrim :

Denpasar sekitar pulcul 10 00

Khusus

omwuarmns !

mu’n'mobﬂ ahanar -: o < L Ty ] sempats 2 }

menunggu di depan lobikejaksaan  akan ditz amun 1a memas

mam embawa a p mengnadap! 'é

Badung. balikan uang seki-
ang dititipi d

g : dankan’li peny‘ oedangKan

an (Arwatha,  tar Rp 120 iu

Dijelaskan, kas S : :
dari pungutan desa terhadap dak lanjutny;
an pasar desa peroleh ke
yans pungut pef

gas dari Desa sudah ada kepas jan
Pemecutan l(a}a :
perbekel.

\tas perintah  baru bisa me
jut,” kata




Padahal
Diharapkan
Minimal 2 Persen
dari APBD

DENPASAR, Radar Bali -
Kepala Badan Nasional Pen-
anggulangan Bencana (BNPB)
Doni Monardo datang ke Kantor
Pusdalops Bali, Renon kemarin
(14/1). Dalam kesempatan itu,
terungkap bahwa anggaran ke-
bencanaan di Bali masih sangat
kecil. Hanya Rp17 miliar, alias
0,23 persen dari APBD yang
mencapal Rp7,281 triliun,

“Untuk anggaran kebenca-
naan, dianggarkan Rp 17 mil-
iar. Jumlah i sudah melebi-
hi daerah lain," kata Kepala
Pelaksana BPBD Provinsi Bali,
Made Rentin dalam kunjungan
Kepala BNPB ke Bali kemarin.

Dia menyatakan, ke depann-
ya, ada keinginan seperti yang
diimbau Prof. Syamsul Maarif,
pendiri BNPB, agar anggaran
kebencanaan idealnya 2 pers-
en dari APBD, *Idealnya 2 pers-
en. Kami tidak jauh tertinggal
di angka Rpl7 sampai Rp20
miliar sudah mampu akomo-

dir kalau direkap dan ditotal
keseluruhan sudah menuju ke
sana (angka ideal 2 persen)”
kata Rentin.

Dia juga menyatakan, dengan
ekspektasi yang diinginkan
berdasarkan acuan dari pusat,
sebenarnya Pemprov Bali su-
dah mampu bergerak ke arah
ideal itu dengan dukungan
anggaran dari pimpinan ter-
utama Gubernur Bali, Wayan
Kotser. Kenyataannya, ang-

‘garan yang ke arah ideal ini

sebetulnya jauh dari angka
ideal. Bagaimana tidak, den-
gan anggaran Rpl7 millar,
itu hanya 0,2 persen belanja
APBD. Dengan APBD Bali 2020
sebesar Rp7,281 wiliun, maka 2
persennya adalah Rp 145 miliar.

Rentin menyatakan, Bali me-
mang rawan bencana. Teru-
tama longsor dan pergerakan
tanah yang tinggl. Potensi atau
ancaman bencana longsor dan
pergerakan tanah ini berada di
Karangasem, Bangli, Buleleng
dan sebagian Badung. Daerah
Badung, seperti di bagian utara
khususnya Abiansemal dan
Petang. “Termasuk Tabanan,
seperti Pupuan dan juga Jem-
brana,” terangnya.

Data yang diperbar 1 tanggal

/ RADAR BALI [ TRIBUN BAL|

OJ

KUNJUNGAN: Kepala BNPB Doni M:

Pusdalops Ball, di Renon, kemarin.

1 Januari sampal 13 Januari,
bencana yang terjadi sudah di
atas pata-rata. Ada 120 kejadian
bencana didominasi pohon
tumbang. Dengan demikian,
masyarakat diperingatkan agar
lebih awal meningkatkan kes-
japsiagaan terhadap ancanian
bencana. “Lebih waspada cua-
ca ekstrem dan angin kencang,
hujan lebat cukup lama. Mo-
hon diwaspadai intesitasnya.
Tolong diwaspadai cuaca ek-
strem, dominan polion tum-
bang,’ jelas Rentin,
Sementara itu, Kepala BNPH
Dani Monardo menceritakan
kekesalannya karena beberapa

do saat b Ul g ke Kantor

hutan di Indanesia guqldul tak
ditanami polorl Lebili parah
dibandingkan illegal logging la
mencontoh banjir bandan dan
longsar yang tetjadi di Lebak,
Banten awal|Januarl lalu, be-
gitu dahsya| hingga 30 desa
di 6 kecamdtan terdampak,
aktivitas lunjpuh total, ribuan
rumah hancuy, dan 17,200
mengungsi. Selain itu] banyak
alih fungsi Jdhan.

“llegal logging banyak, juga
ditebang. Tunggu saja long-

sor. Pertanian ke perkebunan

alih fungsi lithan. Dagrah ban-
jir bandang tanah longsor ada
sebagian ermukarn bumi

Sub Bagian Humas & TU BPK BI Perwakilan Provinsi Bali
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 Anggaran Bencana Cuma 0,2 Persen

yang dirusak, Contoh Lebak.
Belum pernah dalam_sejarah
Lebak banjir dahsyat, Kenapa
begitu? Karena bagian hulu
tambang illegal. Kantong air
menumpuk, dan tanah ada
lubang. Apalagl kemiringan 30
derajat” jelasnya

“Gimana coba melakukan

=%Yehabllitasi kemiringan 30

derajat ditanami sawah padi
tanpa diimbangi vegetasi
lain,” keluhnya.

la menambahkan tidak hanya
diLebak, tapl di Nusa Tenggara
Barat juga demildan, Hutann-
ya juge ada yang habis, Doni
banyak mendapat aduan dari
lembaga swadaya masyarakat
(LSM) soal ini. Begitu pula di
Bali, la meminta Pemerintah
Ball, Kepolisian Daerah Bali
dan TNT juga sama-sama men-
jaga hutan di Bali. Terutama
Taman Nasional Bagian Barat
(TNBB). la menyatakin jangan
sampai TNBB rusak. "Tolong
dijaga. Minta maaf bukan
qaya perintah. Minta tolong
difaga. Jajaran kodam dan
kepolisian. Di Ball hutann-
ya sedikit. Taman nasional
daerah nggak boleh dimasu-
ki'oleh orang,” harap jender-
al bintang tiga ini. (feb/yor)
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Ditahan, Kades Pemecutan
® Tersangkut Dugaan Korupsi Pungutan Desa
kedua tangan, menghindari =

DENPASAR, TRIBUN BALI
- Mengenakan busana adat

dibalut rompi warna merah.

bertuliskan “Tahanan Pid-
sus Kejari Denpasar”, Kepa-
la Desa (Kades) Pemecutan
Kaja, Anak Agung Ngurah Ar-

bldikanparapewartafoto
Dikawal tim
sus (Pidsus) Kejari De
iaptmdsglrmgmem)jumobﬂ
tahanan untuk selanjutnya
dibawa ke Lembaga Pema-
syarakatan Kelas IA Kero-

Il Gedung Kejaksaan Negeri  bokan.

Tidak ada satu patah kata
pun keluar dari bibir Ngurah
Arthawa saat dicecar perta-
_ nyaan oleh awak media. la
memilih bungkam sembari
-_mmummwajahnyadm

Khu- |

mkmr pel

dﬂahan e mm
hhpahantafﬂpl nﬂemdik
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TRIBUN BALIIRIZAL FANAN

a Kaja Anak Agung Ngurah

Denpasar usai menjalani-
Denpasar, Senin (13/1).
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utan Desa Pemecutan Kaja‘.
tahun 2017-2018. Sebelum-

nya ol
Denpasar. terhadap prla

yangksnkedu ﬁ%@

laDeaaPemeautan Kaja ini

tidak dilakukan penahanan.
“Tersangka tidak menge-

tahui akan ditahan oleh jak-
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Bangli (Bali Post) -
Pasar Amerta Gun | i
dengan nama Pasar Yangapi sangat memprihatinkan. Pasar yang diba a- ke - a kio
merintah di era 90-an itu terbengkalai dan tak Kios-kios yang ak k.tos ﬁmda di sisi se!atan
kosong akibat ditinggalkan oleh pedagang. Tida pela‘k. ‘kondi usa |
parah. Meski keadaan seperti itu sudah berla
sekarang belum juga ada u 1paya pemeliharaan af r?
terhadap pasar yang ada di Kecamatan Tem ltu

e Plt. K;dm Perindustrian \ga.ma tan aset
an Perdagangan (Disper- butse Karenanya,
indag) Kabupaten Bangli, huntmmberemnamelaku
Wayan Gun: dikonfir- | - kan penajamancaset. “Yang
g 3 iajel fd knaﬂhm :

| aaja__'
N‘amm, hal itu tidak 'bm -tl.duk ber

ini nwnda st enda; rencana menjadikan
fr; r‘;mh;:;u P sebagntmhaakit
Ti Bah. al- Sebagammna pant uaq amun sampai sekatnng, .
Pihnh:yhmeﬁshkukunns isasi,” jelasnya. Ménurut selama ini, kondisi Pasar rencana itu masih s
b Yangapl nampa.]ntaktTrTmn1 W

tahu pasti bagaimana kerja Gunawan kalau upaya‘ r

Q020

Edisi  : S G Janan

Hal : J
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KASUS-KASUS PUNGLI DIDUC
MELIBATKAN UNSUR [ESA /

U ‘4 |
DUNGUTAN DESA ADA

®Pembiayaan Upacara
= Pembangunan | Pura
=Santunan -
'Operasionaﬁekmtargj
Desa Adat -
’ I
| |

Pengelolaan_Wewndengan
Desa Adat
®uran Krama Tamiu
®Dana Punia Tempat Usaha

BFR P AT/
A A

Pasal 65 ayat (1) Perda

No. 4 Tahun 2019

®Pendapatan Asli Desa Adat
WHasil Pengelolaan - TN 3 I

Padruwen Desa Adat : ' ' , -
®Alokasi Anggaran Pendapatan A - ':

Belanja Daerah Provinsi ., b, . e 14
®Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota - { ]
»Bantuan Pemerintah Pusat ' . 14

in (Dana Punia . {4

Pihak Ketlga yang Tidak Mengikat | f

wPendapatan Lain-lain Desa Adat yang Sah | Brefis: Tomik GahyaBall Post

|

Edisi

Hal

: Senin, 6 Januali 2070
54
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6 September 2017. Bendesa Adat Tanjung Benoa
iperiksa dalam kasus dugaan pungli perusahaan
Water sport di Desa Tanjung Benoa, Kuta Selatan.
abberdasarkan Pararem Tanjung Benoa,

:;‘ April 2015 bagiandari Gall'gfl’otensi Desa.

Y ® 12Agustus 2018, OTT dugaan pungli
pemilik boat penyeberangan ke
Jungutbatu Nusa Penida.

OTT dilakukan tim Ditpolair

- Polda Bali di Kantor Scoot Fast
Cruises dj Jalan Hang Tuah,
Sanur Kaja, Denpasar Selatan.

¥

o
WL

1 November 2018, Dugaan

pungli di Pantai Matahari

“Terbit Sanur. Pungutan yang
merupakan retribusi masuk
kawasan dikelola oleh
BUMDes Adat Sanur.

@ 6 November 2018. Dugaan pungli tiket di tempat
wisata Tirta Empul, Desa Manukaya Let, Gianyar.
Tiket masuk berlogo Desa Adat Manukaya Let
untuk pengunjung dari pukul 15.00 - 18.00.

ANI
GAS

Pungutan oleh desa adat di Bali
sempat dianggap sebagai pungutan
liar (pungli) oleh pihak aparat hu-
kum. Pascapenetapan Peraturan
Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun
2019 tentang f)esa Adat di Bali,
pungutan oleh desa adat diberikan
ruang legalitas dengan sejumlah
persyaratan. Meski demikian,
regulasi tertulis dan tegas tentang
bolehnya desa adat melakukan
pungutan perlu dikeluarkan oleh
pemerintah daerah. Tujuannya
agar ada kesatuan pemahaman,
baik dari pil]‘:'ak desa adat maupun
pemerintahan, terutama aparat
huku:il. :

|

. erda Desa Adat telah diun-
dangkan. Namun di tingkat
akar rumput masih mera-
| sakan kegamangan dalam
hal legalisasi pungutan desa adat.
Hal ini disebabkan masih umumnya
ketentuan yang!diatur dalam perda
yang diklaim memperkuat desa adat

tersebut. ;

Bendesa Adat Denpasar A.A. Ngurah
Rai Sudarma, Jumat (3/1) mengung-
kapkan, diperbolehkannya pungutan
desa adat akan membantu mewujudkan

" berdikarinya desa adat.

Hal. 11
Hukum Nasional
|

Hukum Nasional

g
voudalig 'Hf; i <i('?l '
Namun perlu diantisi
¥ .. .. nt]al-
gasl kebijakan ini agar ti-
p::z tumpa%g tindih dengan
aturan hukum i
ya%g g nasional
. Dikatakannya, regulasi
Inl penting menjadi pade3
man bagi desa adat agar
bisa sejalan dengan hukum
nasional lainnya. Karena
itu, Majelis Desa Adat per-
lu melakukan koordinasi
agar regulasi yang ada bisa
pararel dengan peraturan
_hukum lainnya,

Selain itu, adanya ke-
bijakan memberikan ke-
wenangan desa adat
melakukan pungutan di-
harapkan tidak diskrimina-
tif. Karena itu, diperlukan
sebuah regulasi yang jelas
dan kuat, bukan hanya se-
batas pararem. Mengingat,
dalam satu desa adat bisa

terdiri dari banyak ba!lijai'

Sl W R TS BT 3 TR SRS S

wal g

| s |(

Sonn, 6 Januad 2070 |

adat. Seperti di Denpasar
ini ada 105 banjar adat
vang memiliki karakteris-
tik masing-masing. “Saya
pribadi sangat mendukung
kebijakan ini, namun harus

-dilengkapi dengan regulasi

agar tidak tumpang findih,”
ujarnya. |
Wakil Ketua Bidang Pa-
wongan (Patajuh II) Desa
Adat Denpasar A.A. Putu
Gede Wibawa menegaskan,
pungutan yang selama ini
dilakukan desa adat diten-

tukan melalui parum agung.
Artinya, mana saja yang
kena pungutan dan apa saja
vang tidak kena semua dipu-
tuskan dalam parum agung
tersebut. Terkait dengan
penggunaannya, lebih ban-
yak untuk operasional sek-
retariat. Karena biaya untuk
di 'sekretariat cukup besar.
Misalnya, ada undangan
dari banjar-banjar, surat-
menyurat, serta keperluan
di sekretariat.(kmb12)

£
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Dugaan Korupsi '
Silpa Dauh Puri Klod
DENPASAR, Radar Bali - Mantan
Bendahara Desa Dauh Puri Klod,

Ni Luh Putu Ariyaningsih, 33, sudah

sebulan mendekam di Lapas Perem-  sisi, pa

puan Denpasar. Namun, hingga kini

jaksa penyidik pidana khusus pld- ‘mei
'S

sus) Kejari Denpasar yang menyl
kasus ini belum juga merampungk

menangani kasus ini bekerja setengah
hati lantaran “tersandera” politik. Sum-
ber kuat koran ini menyebutkan, ada
kekuatan besar yang mencoba mengin-
tervensi Kejari Denpasar. Kabarnya, ada
upaya melindungi sekaligus menye-
Jamatkan mantan Perbekel Dauh Pt
Klod, T Gusti Made Wira Namiartha
yang saat ini duduk sebagai anggota

paikan pada jaksa,” beber Ariyaningsih
saat ditahan 3 Desember 2019 lalu.
Para penyidik kabarnya juga g

lantaran Kajari Denpasar sebel

si
politik terhadap kinerja Kejari Denpas-
ar, koran ini mengonfirmasi langsung
Namiartha. Kepada koran ini, Nami-
artha membantah. “Tidak ada saya
dilindungi. Saya tidak berani bicara
apapun, agar tidak salah. Biarkan aparat
penegak hukum yang menjalankan.
Tidak ada intervensi,” sangkal pria |

berkas penyidikan untuk dilimp: B

"Ada Kabar tak sedap yang menyebut
para penyidik Kejari Denpasar yang

it satu orang

ik _2019. Yakni Ni Lub Putu g%gmnssﬂ'ﬁ “l

DPRD Kota Denpasar dari PDIP. eLm\
Informasi yang beredar, interven:
itu datang dari orang-orang kuat dan
berkuasa di Kota Denpasar. Mereka
sengaja menekan Kejari Denpasar

Bali. Bukti lain menurut sun an
ini, yaitu adanya penarikan uang se-
banyak dua kali oleh mantan perbekel.
Tarikan pertama Rp 70 juta, dan tarikan
kedua Rp 80 juta. Total Rp 150 juta.
Informasi yang didapat koran ini klop
atau sesuai dengan keterangan Ariyan-
ingsih saat ditahan penyidik. “Pak Per-
bekel pernah menarik langsung (uang
dua kali. Semuanya sudah saya sam-

Ditanya apakah pernah bertemu

baru Luhur Istighfar, Namiartha men-
gatakan tidak pernah. Selama ini yang
pernah ditemui adalah penyidik. “Saya ti-
bertemu penyidik karena saya diperiksa,
maka otomatis datang” tukasnya.
Seperti diketahui, dugaan korupsi
dana sisa lebih penggunaan anggaran
(Silpa) APBDes 2017 Dauh Puri Klod,
Denpasar Barat telah menetapkan
tersangka per 31 Oktober

dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor juncto
Pasal 55 KUHP. Dana yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan sekitar Rp
770 juta. Berdasarkan audit BPKP ker-
ugian negara sekitar Rp 980 juta. Meski
demikian, mantan kepala desa masih
aman, padahal dalam pengelolaan
keuangan desa, penarikan milik
desa di bank harus sepengetahuan
kepala desa. (san/yor) j

akrab disapa Jik Nami, itu. -‘

¢ J anuay| K020
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'Bali Resik Sampah Plastik
di Kawasan Tahura.

Denpasar (Bali Post) - berkelanjutan bagi xgi : ‘Re ik sampah plastik juga
ap

Gerakan semesta beren- daerah dan negara. melibatkan instansi vertikal,
cana yang dilakukan di alasannya, lingkungan ha- | yakni BPK RI Perwakilan
Provinsi Bali melalui program  rus dijaga. Setelah itu ba | Bali. {i
"Nanﬂn Sat Kerthi Loka berpikir bagaimana menjaga = Sementara itu, Kepala
Bali”, khususnya dalam men- ~ lingkungan itu, seperti pari- BPK RI Perwakilan Bali,
jaga kesucian alam, Minggu wisata. Sektor tersebut -jugrj ' Sri Haryoso Sulianto, men-

(12/1) kemarin dilaksanakan harus ikut menjaga ling  gatakan melalui kegiatan BPK
kegiatan bersih sampah plas-  kungan karena menyangkut Peduli Gerakan Bali Resik
tik di kawasan Tahura Ngu- kenyamanan dan kesehatan. | Sampah, setidaknya BPK juga

: - ‘berperan untuk mengetahui

rah Rai. . Lingkungan Bali harus
Ratusan orang terlibat dijaga bersama-sama, men- & h program lingkungan
x H -.] ».
baik apa

dalam kegiatan yang bersin-  jadi komitmen bersama, “"1

ergi dengan kegiatan HUT lingkungan tetap asri, tetap | dilaksanakan

ke-73 BPK RL Tema kegiatan  sehat, tetap memberi oksigen | belum, terutama dalam hal

antara lain menjaga kesucian  yang cukup dan tetap mem- ! {

alam Bali beserta isinya un- ~ berikan kenyamanan bagi, |

tuk mewujudkan kehidupan fasilitas umum. | |

krama Bali yang sejahtera Dalam menjaga lingkun-|

dan bahagia sekala niskala.  gan ini, maka diperlukan
Sekda Provinsi Bali, Dewa  gerakan- dalam men-| lari kegiatan resik

Made Indra, mengatakan jagalingkungan Bali. Apakah 'sampah, melihat kondisi dika-

lingkungan sangat pent- gerakan menanam, gerakanl ‘wasan Tahura, sudah ada tam-

ing maknanya terutama menjaga kebersihan harus pak gerakan untuk memban-

dalam rangka pembangunan  ditumbuhkan. Kali ini; Bali gun budaya bqr‘mh (kmb16)

Melalui kegiatan ini, mini-
'mal BPK Perwakilan Bali
‘berpartisipasi membangun
|Bali'yang sadar akan sampah,

4

SAMPAH - Kegiatan bersih sampah plastik di kawasan qhm'p Nau
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Tabanan Rancang E-Ticketing Terintegrasi

TABANAN, NusaBali

Sebagai upaya untuk me-
ningkatkan pendapatan daerah
danme seluruh objek
wisata, Pemerintah Kabupaten
Tabanan merancang penera-
pan e-ticketing terintegrasi.
Sudah ada 25 objek wisata yang
didata untuk penerapan tiket
elektronik terintegrasi tersebut.
Konsep tersebut saat ini tengah
dalam kajian,

Kepala Bapelitbang Taban-
an Ida Bagus Wiratmaja men-

_gatakan penerapan e-ticketing

~dilakukan untuk men%e’n&l- &

“kan objek wisata!ﬁ B
a

berkembang. Pa
wisata dimaksud memiliki
potensi dan nilai jual untuk
dikunjungi. “Obyek wisata di
Tabanan total ada 25, selama
ini yang terkenal baru empat,
Tanah Lot, Danau Beratan,
Jatiluwih, dan Alas Kedaton.
Padahal masih ada tempat
yang lain,” ungkapnya, Minggu
(12/1).

Menurut Wiratmaja, un-
tuk penerapan tersebut kini
prosesnya masih dalam kajian

dengzm-hng‘garan Rp 200 juta.

. Senin,

[0 RADAR BALI

a obiek:

O]

] TRIBUN BALI
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Pemkab Tabanan akan beker-
jasama dengan perguruan tinggi
na membahas kajian terse-
ut. “Kalau tidak ada halangan,
mudah-mudahan pertengahan
tahun 2020 sistemnya sudah
selesai,” tegas Wiratmaja.
Diterangkannya, pada sistem
e-ﬂckeﬂngteﬁntegl‘asi ini, wisa-
tawan yang akan berkunjung
ke objek wisata di patén
Tabanan akan ditawarkan tidak
saja datang ke satu objek wisata,

namun ke lebih dari satu objek - ¢

melalui paket wisata.

Mlsaltya,pach sistem e-tick-
eting terin ini membuat

lima paket (satu paket berisi

lima daerah yang dikunjungi).
Maka dalam satu paket adalima
tempat bisa dikuninpgi wisa-
tawan yang berpedoman pada
jarak yang berdekatan antara
satu objek wisata dengau objek
wisata lainnya. |

- “Misalnya mnggabungkan
atau memaketkan kunjun-
gan ke DTW Tanah Lot, Yeh
Gangga, Museum Subak, taman

kupu-kupu, dan objek wisata

ke puri dalam satu paket. Hal
sama !uga dilakukan pada

> Jowen 2020

=

obyek wisata lajn |1an Jika kajian bagus akan
' an]utkan jika negatif bisa
‘tidak diteruskan, tergantung
gxasnl kajiannya nanti,” katanya.
Dan nantinya jika tiket elek-
Qronik ini sudah rampung, ren-
¢cananya semua pengelo
sistem e-tiketi terlntagrasi
ini melalui BUMDa Dharma
Santika (PDDS). “Selain untuk
-objek yang be-
lum berkembang, penerapan
 sistem tiket elektronik ter-
integrasi juga sebagai upaya
Enningkatkan PAD Tabanan,”
das Wiratmaja. & des

béf"‘g ja- |

m entu-




o
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Tanah eks BaliTex di Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur yang rencananya

'bakal dibangun SMPN 14 Denpasar.

DED rampung
Provinsi belum
lakukan proses

hibah

DENPASAR, NusaBali
Pembangunan SMPN 14 Den-
pasar yang rencananya akan
dilakukan mulai April 2020 ini
tampaknya masih belum bisa di-
proses. Lelang yang seharusnya
dilakukan Februari 2020 masih
terbentur kepemilikan tanah
atau lahan. Tanah eks BaliTex di
Kesiman Kertalangu, Denpasar
Timur merupakan milik provinsi
yang belum dihibahkan ke Pem-
kot Denpasar hingga saat ini.
Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kota Denpasar, | Nyoman
Jimmy Sidharta saat dihubungi,
Minggu (12/1) mengaku sudah
siap untuk melakukan proses
pembangunan tahap demi tahap
kelanjutan SMPN 14 Denpasar.
Pihaknya sudah menyiapkan
anggaran sebesar Rp 15 miliar
untuk pembangunan tahap per-

ST

tama. Detail Engenering Design
(DED) bahkan sudah rampung
sejak September 2019 lalu.

Namun, eksekusi lelang belum
bisa dilakukan karena hibah ta-
nah yang berada di eks BaliTex
seluas 47 are tersebut belum di-
lakukan proses hibah ke Pemkot
Denpasar. Dengan proses hibah
yang belum diserahkan oleh
provinsi, pihaknya pun belum
bisa melakukan lelang di Pen-
gadaan Barang Secara Elektronik
(LPSE) Kota Denpasar.

Saat ini, kata Jimmy, pihaknya
sudah siap dah bahkan sudah
proses berkas lelang di LPSE.
Namun, jika proses hibah belum
juga dilakukan otomatis proses
lelang juga ditunda. “Kalau dari
kami sudah cukup siap dari DED,
anggaran hingga lelang kami
sudah persiapkan. Tapi apa daya,
tanah yang kami akan bangun itu
belum dihibahkan ke Denpasar
ya kami tidak berani memban-
gun,” ungkapnya.

Dikatakannya, jika hibah tidak
segera diproses maka dikhawat-
irkan pelaksanaan lelang dan
proses pembangunan fisik akan

Senin |

12 Januen 000

%

I

or. lladwal selesai juga tidak
t waktu. Sedangkan, proses

E:enmaan Peserta Didik Baru

PPDB) sudah semakin dekat.
juannyap ataan sekolah,
tapi kalau prosesnya belum sele-
sai kami khawatir ini akan terus
ﬂmndur Jadi kami khawatir juga
engan waktu pendek bisa gak
nanti selesaiquioleh rekanan,”
mbuhnya.
Jimmy mengﬂtakan, tahapan
elang direncanakan mulai bulan
Februari hingga Maret 2020.
hingga pengerjaan fisik ban-
Egnan bisa dimulai bulan April
2020 dengan waktu pengerjaan
210 hari. Fisik yang dikerjakan
dalam tahap awal jika memang
udah|dihibahkan yakni ruang
slas sebanyak 9 ruangan, dan
ang laboratorium sebanyak
~6 kelas dan didmg pembatas
sekolah. |
| ' Untuk ruang guru dan ge-
ung penunjang lainnya baru
isa dilakukan tahun berikut-
ya karena terbentur anggaran.
Kalau anggaran harus kaji
me li karena bahan mulai
hun ini sudah bergeser

rga bahann di kami cek
mb icuku
15 mi iar itu. Tapi kalau kami

gat uptuk pembangunan ruang
lajar dan dinding pembatas
tu nambah lagi 10 persen ang-
arannya. Seh ingga kita akan
ek dulu kem 3[ sebatas yang

dlkeriakarl ngananggaran
segitu,” ungkapn
i ' Un unan seko-
ah hi gga sel i keseluruhan,
aknya masih membutuhkan

sekitar Rp 14 miliar lagi. “Kalau
ap lanjutan sepertinya lebih
dari Rp 14 miliar lagi yang kami
butuhkan. Sekarang kan baru
nya 13 ruangan saja dan pem-
batas sekolah. Jumlah ruangan
s benarnya rencananya 21 ru-
angan lebih sedikit dari SMPN 13
npasar karena luas tanah juga
lebih kecil,” ujar Jimmy. & jnis




Touring Jeepers dan Resik Sampah Plastik
* Meriahkan HUT | . | ' - i
ke-73 BPK Bali |l

DENPASAR, NusaBali
Sekretaris Daerah Provinsi
ali Dewa Made Indra menga-
resiasi pelaksanaan HUT ke-
73 Badan Pemeriksa Keuangan
&IBPK]--peIl{'waidla:}l Bali ;I:Itanda:
engan Tou eep dilanjut-
kan aksi Bm‘asik Sampah
lastik di Tahura, Ngurah Rai,

Mva yvavy [

- "Saya menyampaikan peng- .
hargaan sebesar-besarnya |
kepada jajaran BPK perwakilan
Bali, atas komitmennya turut

ve Nnﬂlt:I..L L]

Provinsi Bali yakni bersih sam-
h, terutama sampah phﬂ”

kata Sekda Dewa Indra seraya

melepas peserta touring pe-

cinta jeep (Jeepers) di halaman

Kantor BPK perwakilan Bali,

Minggu (12/1) pagi,

E:a dalam program prioritas

NOAra

. Sekda Dewa an
ket_erlfh‘atan BPK perwakilan

bersih sampah ini menunjuk- - . : |

kan baiknya hubungan antar  ini. Semoga edepan sinergi kita cuk nmelihat | :
instansi g provine, Btk &B;?' pitirin: nentingnas cgan melikat Pemal;g:?ef;geseelain tour g}:ixr;vcillan K_eé:;}_a_ Perwaﬂgg
peduli instansi lokal ataupun-—tahan di P akin 1t i an — melaksanakan ber ma melakukan touring menuju
perwakilan pusat. “AKsi bersil kuat,” harap bin J= “Terlebih kita ketahui  tandingan olahraga yang turut  kawasan Tahura Mangrove
isampah merupakan salah satu  asal Pemaron, Bulelenginia.- - Pemermmh Provinsi Bali se- mengundang peserta dari ber- guna melakukan aksi Bali Re-
igm ﬂ"?es m fg?llig : __-Semeg:rag ;I]::t,smm;g_ g:;i car I%qngadasl;n Bali Izsgg}ai pihak. Pundcaknya, pada  sik Sampah Plastik. Kegiatan
Bali.  perwaki _ 1i Haryoso  Resiks: mpah -lastik,_______ K, S¢ : anuari mendatang dilak- inj sel in diikuti ol :

Bersyukur sekali BPK_dl HUT-  Suliyanto mengatakan, touring kita ingin ikut ambil bagian,” sanakan upacara perigngatan OPDed? ﬂngltu:ga{;egeg:%?ﬁ
nya yang ke-73 tahun ini turut  jeep ang disusul aksi bersih- tutur Sri Haryoso. dan syukuran di Halaman tah Provinsi Bali juga diikuti
berkontribusi langsung ] sih sampah di Tahura Ngu- Dijelaskan, rangkaian HUT Kantor BPK Perwakilan Balj.

; ; el e . leh i i SMA z 3
aksi yang sangat bermanfaat rah Rai, merupakan kegiatan ke-73 BPK ini untuk kantor Selanjutnya, Sekda Dewa ﬁnegkﬂmilsoﬁn{xﬁ: gf‘xd'

lleg ISUIAOLd UB|EMISd [Y ¥dE NL P SEWNH ueiBeg qng

TvE VSNNA 1S0d ITva [
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njika

Dinas PMD J

M Untuk Tekan
Angka Kemiskinan

I M Bagikan Dana Ekonomi

Produktif bagi 27 Desa

SINGARAJA, Radar Bali - Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (PMD) Buleleng memberikan
insentif pada desa-desa yang ber-
hasil mengentaskan kemiskinan.
Insentif sengaja disuntikkan, agar
Anggaran Pendapat dan Belanja
| Desa (APBDes) tidak menurun

Insentif

secan{ 'signiﬁkan.
Pemerintah sengaja memberikan
dana insentifitu, agar pemerintah-
an desa terpacu mengurangi an
kemiskinan. Namun bila angk
kemiskinan berkurang secara sig-
nifikan, maka dana desa juga akan
mengalami penurunan.

“Memang kami tangkap ada

kesan tidak ingin kalau angka ke-
miskinan itu turun. Karena sal
satu indikator penerimaan d
desa itu kan angka kemiskinan. I
sebenarnya persepsi yang kelir
kata Kepala Dinas PMD Bul,

€sa

n tidak ingin kalau
:Tka. kemiskinan itu turun.
irena salah satu indikator

penerimaan dana desa
itu kan angka kemiskinan.

Made Subur Minggu (12/1). |

menurunkan angka kemiskinan.

Insentif itu pun bermacam-ma-

cam. Ada yang berupa dana
.3

sebesar Rp 141 juta, ada pula tam-
bahan alokasi dana desa sebesar
Rp 130 juta.

Hingga kini tercatatada 13 desa
di Buleleng yang mendapat dana
insentif dari pemerintah daerah
sebanyak Rp 141 juta. Selain
itu ada 23 desa lainnya yang
mendapat tambahan alokasi dana
desa senilai Rp 130 juta.

“Indikator penilaiannya ma-
cam-macam. Yang jelas jumlah
penduduk miskin. Kemudian ada
indeks desa membangun juga,”
imbuh Subur.

Selain itu, tahun ini Dinas PMD

I | 111

Lilzle g juga akan memberikan
dana ekonomi produktif di 27
desa. Puluhan desa itu merupa-
ocus pengent salfn kemiskinan di
leleng. Nantinya Dinas PMD
leleng menggelontorkan dana
injaman sebesar Rp 300 juta yang
ber d«?a Dana Abadi Pem-
srdayaan Masyarakat (DAPM).
na itu akan disalurkan pada
dan Usaha Milik Desa (BUM-
s). Kegiatan yang diharapkan
J’mc_u_l ialah kegiatan yang bersifat
ymberdayaan masyarakat dan

konomi produktif. (eps/gup)

desa-desaiiyang menjadi focus
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DENPASAR, TRIBUN BALI
- PD Pasar Kota Denpasar
menargetkan pendapatan Rp
47.7 miliar pada tahun 2020
ini. Hal ini karena PD Pasar
telah menerapkan parkir
elektronik, serta adanya ke-
naikan biaya operasional pe-
dagang (BOP). Pihak PD Pa-
sar menganggap hal ini akan
memberi pengaruh pada pen-
dapatan mereka.
“Ada dua faktor yang mem-
uhi kenaikan rencana
pendapatan PD Pasar Kota
Denpasar Tahun 2020. Di-
antaranya pemberlakukan
sistem parkir elektronik dan
kenaikan BOP yang mulai
diberlakukan per 1 Januari
2020, kata Direktur Utama
PD Pasar Kota Denpasar Ida
Bagus Kompyang Wiranata,
Minggu (12/1) sore.
la menambahkan, pember-
lakukan parkir elektronik di
4 pasar terbukti telah mam-
pu meningkatkan penda-
patan PD Pasar pada 2019.

Untuk itu tahun ini direnca-

]

BELANJA -

tahun ini.

nakan pemberlakuan parkir
elektronik di 6 pasar,
“Namun kami masih me-

Sari yang menjadi tempat
lalu lalang masyarakat di se-

Sejumlah pembeli berbelanja di P
Denpasar, belum lama ini. Pendapatan pasar ditarge

TRIBUN BALIAI PUTU suwmm
ung,

na?kTpada

}

1

ldtarwﬂayahdistnln Sehlng-

ga masih perlu dl

imbuhnya.
Pmdnpatandaﬂpaﬂdrun--

tuk tahun 2020

mencapai Rp 9.55 miliar,

Jumlah tersebut lg

tinge
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anding pencapaian 2019
esar Rp 6.88 miliar.

| “Selain efektif dengan pem-
berlakuan parkir elektronik,
kenaikan pendapatan dari
parkir juga karena adanya
Kkenatkan kunjungan, teruta-

ma ke Pasar Badung yang

disebabkan oleh meningkat-

Kannya kunjungan masyara-
Kat ke Tukad Badung untuk

" katanya.
Sementara itu, dari pen-
apatan BOP, tahun 2020
dirancang perolehan penda-
patpan PD Pasar Rp 14.9 mi-

Rp 6.500 menjadi Rp 7.000
per hari. Sementara realisasi
pendapatan pada tahurr 2019
yaﬂu Rp 11.6 miliar.

| "Sehingga total realiasasi
pe.udapatan pada 2019 men-

capai Rp 40,8 miliar. Semen-

ta,rh target pendapatan Rp
39,08 miliar. Dan untuk ta-
hun 2020 ini kami target Rp
47.7 miliar,” katanya. (sup)



